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ABSTRAK 
 
Hary Suryanto (E211 06 009), Implementasi Program Peningkatan 
Kemandirian Perempuan Perdesaan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten 
Mamasa.xiv + 82 halaman + 6 tabel + 2 gambar + 19 pustaka (1978 – 2009). 
Peningkatan kemandirianperempuan di perdesaan adalah salah satu 
program dari PNPM-MP itu sendiri, program peningkatan kemandirian 
perempuan di perdesaan terlaksana dengan adanya dana yang disebut dengan 
SPP (Simpan pinjam khusus perempuan), tingginya angka kemiskinan yang 
terjadi di masyarakat membuat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan 
berupa program nasional pemberdayaan masyarakat - mandiri perdesaan yang 
salah satu programnya adalah peningkatan kemandirian perempuan ini yang 
pelaksanaannya mencakup hampir diseluruh Kabupaten di Indonesia. Adanya  
faktor pendorong dan faktor penghambat tentu akan sangat berperan dalam 
keberhasilan suatu program, hadirnya kedua faktor tersebut akan mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kemandirian perempuan di 
perdesaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program 
peningkatan kemandirian perempuan perdesaan dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi program peningkatan kemandirian 
perempuanperdesaan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. Tipe 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan 
terdiri atas data primer dan data sekunder, menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi memberikan 
informasi tentang implementasi program peningkatan kemandirian perempuan di 
perdesaan, juga melalui observasi yaitu pengamatan langsung di lokasi 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program peningkatan 
kemandirian perempuan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa 
terkhusus di Desa Rantekamase berjalan dengan baik dan cukup berhasil 
dikarenakan minimnya terjadi masalah dan pendapatan yang usaha kelompok 
geluti semakin meningkat perbulannya, berbanding terbalik dengan apa yang 
terjadi di Desa Tadisi dimana program ini belum begitu berjalan dengan baik 
dikarenakan masih terdapatnya masalah-masalah seperti penunggakan iuran 
bulanan dan belum adanya hasil pendapatan yang memadai dari usaha yang 
mereka geluti. 
 
 
ABSTRACT 
 
Hary Suryanto (E211 06 009), Implementation program to improve self-
relience of rural women in sumarorong Mamasa. xiv + 82 pages + 6 tables + 
2 pictures + 19 bibliografy ( 1978 – 2009 ). 
 
Increased independence of women in rural areas is one the programs of 
PNPM-MP it self, program increased independence of women in rural 
accomplished with the fundsreferred to as SPP (savings and loans for women), 
high level of poverty that occurs in the community to make the central 
government issued a policy in the form of a national program of rural in 
dependent community empowerment implementation covers almost all regency 
in Indonesia. The driving factors and inhibiting factors would be very instrumental 
in the success of a program, presence of the two factors will effect the successful 
implementation of the program increased independence of women in rural. 
Purpose of this research is to know the implementation of the program 
increasedself-reliance of rural women and to determine the factors that affect the 
implementation program to improveself-reliance of rural women in Sumarorong 
Mamasa. Type of research used is qualitative descriptive. data collected consists 
of primary and secondary data, using the techniques of data collection through 
interviews to informants who are considered potentially provide information about 
the implementation of the program increased independence of women in rural 
areas also through the observation of looking directly at the research sites. 
Research results showed that the implementation of increased 
independence of women in sub district Sumarorong Mamasa especially in 
Rantekamase village runs well and is quite successful and the problem occurs 
due to lack of business income group wrestled increasing monthly, inversely 
proportional to what is happening in the Village Tadisi where this program has not 
so good because it still runs with the presence of problems such as arrears 
monthly dues and the lack of adequate income from their respective businesses.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada awalnya merupakan 
Negara sentralistik, namun seiring waktu asas sentralistik tersebut berubah 
menjadi asas desentralisasi yang penyelenggaraan pemerintahannya 
memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah. 
Era otonomi daerah yang sedang berjalan di Indonesia dewasa ini secara 
langsung mempunyai tanggung jawab membawa pengaruh yang cukup luas 
pada tata kehidupan masyarakat baik secara nasional maupun lokal, Undang-
undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku pada 
saat ini diharapkan memberikan keuntungan ganda. Disatu sisi daerah terlepas 
dari tekanan-tekanan pemerintah pusat sehingga prakarsa dan kreativitas daerah 
dapat berkembang, sementara disisi lain otonomi daerah adalah pemberian 
kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sehingga dapat 
memberikan keleluasaan daerah dalam menggali dan mengekplorasi segala 
potensi yang ada didaerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. 
Sebagai salah satu bentuk langka nyata yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk memajukan daerahnya adalah meningkatkan peran aktif 
masyarakat dalam pembangunan sebagai sarana dalam mencapai 
kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk lebih mengenal 
segala potensi, permasalahan ataupun hal-hal yang dianggap perlu untuk 
dibenahi secara serius tentunya di daerah tempat mereka tinggal. 
Masyarakat juga dituntut untuk senantiasa kreatif dalam mengola potensi-
potensi yang dimiliki oleh daerahnya seperti bagaimana berinisiatif untuk 
meningkatkan taraf hidupnya baik dari peningkatan sektor ekonomi, pendidikan 
maupun kesehatan oleh karena itu kesadaran dan ketulusan merupakan hal 
yang penting untuk mewujudkan otonomi daerah itu sendiri. 
Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sangat diharapkan 
terwujud lewat sebuah program pemerintah pusat yang dinamakan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – mandiri perdesaan yang 
didalamnya terdapat program peningkatan kemandirian perempuan perdesaan 
yang diangkat dalam penelitian ini yaitu suatu program yang muncul untuk 
berupaya menekan angka kemiskinan dan memberikan pemberdayaan pada 
masyarakat guna meningkatkan potensi daerahnya terkhusus pada tataran 
kecamatan yang dilingkupi oleh desa-desa dan program ini juga muncul karena 
dianggap kurang berhasilnya program-program pemerintah sebelumnya seperti : 
Program Inpres Desa Tertinggal, Program pemberdayaan pembangunan desa 
dan sebagainya. 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - mandiri perdesaan 
di Kecamatan Sumarorong yang mengkhususkan dua desa dan dua kelurahan 
muncul karena dilatarbelakangi oleh : 
1.  Jumlah desa yang tertinggal di Kecamatan Sumarorong Kabupaten 
Mamasa relatif lebih besar. 
2.  Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten 
Mamasa relatif  lebih banyak hampir di seluruh desa yang mayoritas 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. 
3. Pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan sebelumnya di 
Kecamatan Sumarorong  Kabupaten Mamasa itu belum efektif karena 
kurang menjamin kearah usaha produktif yang berkelanjuatan. 
 
 Berdasarkan buku pedoman petunjuk teknis operasional (PTO) oleh tim 
koordinasi PNPM-MP dikatakan bahwa Program nasional pemberdayaan 
masyarakat (PNPM) - mandiri perdesaan adalah salah satu kebijakan pemerintah 
pusat kepada kabupaten/kota, yang operasional kegiatannya bertumpu ditingkat 
desa/kelurahan dengan cakupan meliputi area kecamatan.Tujuan utama program 
ini adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui berbagai 
kegiatan pokok yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana serta 
pengembangan usaha ekonomi produktif dengan dukungan dana yang diberikan 
sekitar 1 milyar untuk tiap kecamatan yang memperoleh program ini.   
Program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan mulai dari Program 
Inpres Desa tertinggal (IDT) hingga saat ini. Program Bantuan Langsung Tunai 
(BLT), namun dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya ketidak seimbangan 
dan belum ada pemerataan pengentasan kemiskinan tersebut, dimana dalam 
penanggulangannya belum dilaksanakan secara merata keseluruh pelosok desa. 
Masyarakat miskin yang baru tersentuh oleh program pengentasan kemiskinan 
selama ini baru masyarakat miskin yang ada di pinggiran kota saja. Sedangkan 
masyarakat miskin yang berada dipelosok desa yang terisolir belum tersentuh 
secara merata oleh program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan 
pemerintah. 
Untuk merealisasikan upaya pengentasan kemiskinan, Maka dikeluarkan 
Inpres RI Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan 
Kemiskinan yang kemudian lahir sebagai Program PNPM-MP, yang meliputi 
bantuan dana bergulir, bantuan prasarana dan sarana, serta bantuan 
pendampingan. Hal ini merupakan program yang memiliki pendekatan yang 
berbeda dengan sebelumnya. Pendekatan ini adalah pemberdayaan masyarakat, 
dimana masyarakat penerima bantuan dalam wadah kelompok diberikan 
kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar 
kesepakatan dalam musyawarah kelompok masyarakat. Pengalaman 
pelaksanaan program IDT menunjukkan bahwa keberhasilan program banyak 
tergantung pada motivasi yang timbul  dari masyarakat itu sendiri yang didasari 
oleh adanya kebutuhan nyata  masyarakat, pemberian peluang bagi peran aktif 
masyarakat dan dibebaskan mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan secara 
demogratis. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan pelestariannya. Hal ini merupakan wujud dari 
pemberdayaan masyarakat. proses pemberdayaan masyarakat yang 
berlangsung harus disertai dengan proses pemberdayaan lembaga  dan aparat 
baik didesa maupun di kecamatan, yang dikoordinasikan pada tingkat 
kecamatan. 
Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) - mandiri perdesaan , 
yang dirancang dalam penelitian ini hanya ditujukan pada program 
penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan melalui suatu program yaitu 
Peningkatan Kemandirian Perempuan di Perdesaan, yang juga merupakan 
proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan pengambilan 
keputusan yang demokratis, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan 
pelestarian kegiatan. 
Bantuan PNPM-mandiri perdesan menganut azas dari, oleh dan untuk 
masyarakat mengandung prinsip dasar yaitu : 
1. Upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan Inpres 
Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. 
2. Upaya mengembangkan mekanisme bantuan modal usaha dan 
penyediaan  prasarana dan sarana kepada masyarakat desa. 
3. Uapaya mempercepat mekanisme penyaluran bantuan kepada 
masyarakat sehungga secara cepat dan tepat mencapai sasaran. 
4. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, 
melaksanakan dan melestarikan kegiatan pembanguanan. 
5. Upaya menguatkan aparat dan kelembagaan di tingkat desa dan 
kecamatan dalam mengkoordinasikan program-program pembangunan. 
6. Upaya meningkatkan efektifitas proses pedoman penyusunan 
perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat desa dan 
kecamatan. 
Adapun sasaran penerima bantuan PNPM-mandiri perdesaan adalah 
penduduk miskin dengan kriteria lokasi kecamatan penerima bantuan seperti : 
1. Jumlah desa tertinggal dalam kecamatan relatif lebih besar. 
2. Persentase jumlah penduduk miskin dalam satu kecamatan besar. 
3. Musyawarah LKMD dan unit daerah kerja pembangunan (UDKP) telah 
terbentuk dan berjalan. 
4. Kecamatan yang tidak sedang mendapat bantuan pembangunan 
prasarana pendukung desa tertinggal atau bantuan lainnya yang sejenis 
di lebih dari 5 desa dalam tahun anggaran yang bersamaan. 
5. Jumlah penduduk kecamatan minimal untuk luar pulau jawa 15.000 jiwa 
dan untuk jawa 25.000 jiwa. 
6. Pada tahap awal lokasi yang relatif mudah dijangkau dan dibina. 
Sedangkan kegiatan pelaksanaan program nasional pemberdayaan 
masyarakat-mandiri perdesaan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa 
terkhusus pada program pemberdayaan kemandirian perempuan di perdesaan 
berdasarkan pengamatan penulis dilapangan ada beberapa kondisi faktual yang 
dapat ditemui yakni belum sepenuhnya masyarakat mengetahui adanya dana 
SPP yang bergulir di masyarakat artinya jika ini tidak disosialisasikan dengan 
luas maka masyarakat tidak akan berpartisipasi dengan baik didalamnya padahal 
program ini sangat baik sebab bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat 
sehingga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan khususnya bagi 
kelompok penerima SPP ini nantinya, sehingga tujuan dari PNPM-MP sendiri 
yaitu pengentasan kemiskinan dapat sesegera mungkin dicapai. Masalah lain 
yang muncul pada saat penulis melakukan penelitian dilapangan adalah sudah 
ada kelompok perempuan di desa-desa yang mendapatkan dana SPP ini namun 
belum mampu untuk meningkatkan pendapatan usaha kelompoknya, serta masih 
belum maksimalnya pelatihan rutin yang diberikan kepada kelompok-kelompok 
perempuan penerima SPP.   
Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan 
penelitian lebih lanjut mengenai: “Implementasi Program Peningkatan 
Kemandirian Perempuan Perdesaan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten 
mamasa”. 
 
B.   Batasan dan Rumusan Masalah          
Permasalahan tentang Implementasi Program Peningkatan Kemandirian 
Perempuan Perdesaan merupakan hal yang sering dibicarakan dalam organisasi 
publik. Namun dalam hal ini penulis hanya membatasi Implementasi Program 
Peningkatan kemandirian Perempuan Perdesaan pada Kec. Sumarorong Kab. 
Mamasa dengan mengambil data dari dua desa yaitu Desa Tadisi dan Desa 
Rantekamase. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
secara khusus di tarik rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut  : 
1. Bagaimana Implementasi Program Peningkatan Kemandirian Perempuan 
Perdesaan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa  ? 
2. Faktor-faktor apakah yang Mempengaruhi Program Peningkatan 
Kemandirian Perempuan Perdesaan di Kecamatan Sumarorong 
Kabupaten Mamasa ? 
 
C.   Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
a. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan implementasi program 
peningkatan kemandirian perempuan perdesaan di Kecamatan 
Sumarorong Kabupaten Mamasa.  
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
program peningkatan kemandirian perempuan perdesaan di 
Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. 
 
2.   Signifikansi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk di 
gunakan sebagai berikut: 
a).  Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 
suatu karya ilmiah yang dapt menunjang perkembangan ilmu 
pengentahuan  dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung 
bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian 
yang sama. 
b).  Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan  sebagai bahan masukan 
bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah di tingkat kecamatan 
dalam upaya peningkatan pengentasan kemiskinan. 
D.   Keterbatasan Penelitian 
Adapun yang menjadi keterbatasan peneliti pada saat melakukan penelitian 
adalah dalam hal memperoleh data, yaitu sulitnya memperoleh data dari hasil 
wawancara dengan para informan, karena para informan sering tidak berada 
dilokasi penelitian dan data terbaru yang peneliti peroleh masih sangat kurang 
karena ada kesulitan untuk mendapatkannya. 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Implementasi Pemberdayaan Masyarakat 
1. Pengertian Implementasi 
Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk 
melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif, implementasi ini merupakan 
pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu 
kebijakan.  
Menurut Syukur Abdullah (1988;398) bahwa Pengertian dan unsur-
unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut : 
1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut 
yang terdiri atas pengambilan keputusan , langkah-langkah yang strategis 
maupun operasinal yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau 
kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari program 
yang ditetapkan semula. 
2. Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat 
berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil 
yang dicapai atau “outcomes” unsur yang pengaruhnya dapat bersifat 
mendukung maupun menghambat sasaran program. 
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang 
penting dan mutlak yaitu : 
a. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin 
dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu Faktor linkungan   
(fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses 
implementasi program- program pembangunan pada umumnya. 
b. Target groups yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan 
akan menerima manfaat dari program tersebut. 
c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan. 
d.  Strategi perorangan yang bertanggunjawab dalam pengelolaan, 
pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut. 
Menurut (Bernadine R.Wijaya & Susilo supardo, 2006:81), 
mengatakan bahwa :  
Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke 
dalam praktik. 
(William N.Dunn, 1992:80), implementasi kebijaksanaan : 
Berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan 
sampai dicapainya hasil kebijaksanaan. 
(Van Meter dan Van horn, 1975) mengatakan : 
“ Those actions by public or private individuals (or groups) that are 
directed at the achievement of objectives set forth in prior policy 
decisions”. (Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). 
Bahkan Udoji (Solichlin A. Wahab, 2008:59) dengan tegas 
mengatakan bahwa :  
“The execution of policies is as important if not more important than 
policy making. Policies will remaindreams or blue prints file jackets 
unless they are implemented”. (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah 
suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada 
pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa 
impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 
tidak diimplementasikan). 
 
a.  Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
       Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, 
dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem 
yang tak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. 
Pendapat yang dikemukakan oleh George C.Edwards III, yang dikutif 
di buku Dwiyanto indiahono (2009;10) yang mengatakan bahwa ada empat 
faktor atau variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya 
proses implementasi.Keempat faktor tersebut adalah: 
1. Komunikasi, ini merupakan hal yang sangat penting karena seorang 
implemeter dengan menguasai imformasi yang cukup/banyak, maka akan 
memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan program. misalnya Aparat 
pemerintah sebagai implementer denagan menguasai informasi tertang 
program pembangunan pedesaan utamanya mengenai teknis 
perencanaannya maka dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat 
berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. 
2. Sumber daya (Resources), Sumberdaya ini melipusti empat komponen 
yaitu Staf yang cukup (jumlah dan mutu), Informasi yang memadai dalam 
memberikan informasi penjelasan pada sasaran program, Kewenangan 
(Authority) yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, 
serta fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam 
pelaksanaan program. 
3. Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari aparat pemerintah dalam 
pelaksanaan program, dengan semangat yang tinggi dan sikap/mental 
yang baik sesui dengan prosedur atau aturan yang berlaku, maka 
program akan berjalan sebagai mana mestinya. 
 4. Struktur birokrasi yaitu penanganan program sesuai dengan standard 
operating procedures (SOP) dengan koordinasi yang baik dari semua 
pihak yang terlibat. misalnya pemerintah,dengan aparatnya serta 
masyarakat. 
Donald P.Warwieck, (1988;17) mengatakan bahwa dalam tahap 
implemetasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
suatu proyek yaitu : Faktor pendorong (Facilitating conditions), dan Faktor 
penghambat (Impeding conditions). Adapun faktor-faktor pendorong adalah: 
1.  Faktor pendorong (Facilitating conditions)  
Yang termasuk kondisi-kondisi atau faktor pendorong adalah : 
a. Komitmen pimpinan politik 
 Dalam prakteknya di butuhkan komitmen dari pimpinan pemerintah 
(Provinsi sulawesi barat) karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya 
tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa. 
b. Kemampuan organisasi 
Dalam tahap implementasi program pada hakekatnya dapat diartikan 
sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas yang 
seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah 
satu unit organisasi. Kemampuan organisasi (organization capacity) 
terdiri dari 2 unsur pokok yaitu : 
 
a. Kemampuan teknis 
b. Kemampuan dalam menjalin hbungan dengan organisasi lain. 
c.  Komitmen para pelaksana (Implementer) 
Salah satu asumsi yang sering kali keliru adalah jika pimpinan telah 
siap untuk bergerak maka bawahan akan segera ikut untuk 
mengerjakan dan melaksanakan sebuah kebijaksanaan yang telah 
disetujui amat bervariasi, dan dapat dipengaruhi oleh factor-faktor 
budaya, psikologis, dan birokratisme. 
d.  Dukungan dari kelompok kepentingan (interest group support) 
Pelaksanaan program dan proyek sering lebih berhasil apabila 
mendapat dukungan dari kelompok - kelompok kepentingan dalam 
masyarakat khususnya yang berkaitan langsung dengan proyek - 
proyek tersebut. 
2.  Faktor penghambat (Impeding conditions) 
Yang termasuk kondisi-kondisi atau faktor-faktor penghambat terdiri 
dari:   
a.     Banyaknya pemain (actor) yang terlibat  
Makin banyak pihak yang harus terlibat dapat mempengaruhi 
pelaksanaan program. Karena kommunikasi akan semakin rumit 
dalam pengambilan keputusan karena rumitnya komunikasi, maka 
makin besar kemungkinan terjadinya delay atau hambatan dalam 
proses pelaksanaan. 
b.      Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda 
Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan 
suatu program atau proyek, telah menyetujui suatu program tetapi 
dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya 
komitmen terhadap proyek yang lain. Kadang-kadang pula seorang 
yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan program tidak 
memberikan perhatian yang cukup, semata-mata karena tidak 
mempunyai waktu lagi, karena seluruh waktunya telah habis disita 
oleh tugas-tugas lain. 
c.      Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri 
Sering program atau proyek mengalami kesulitan dalam pelaksanaan 
karena sifat hakiki dari proyek itu sendri, hambatan yang melekat 
dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan baku, 
dan factor prilaku pelaksana atau masyarakat. 
d.     Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak 
Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang 
persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilakukan berarti 
makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan 
proyek yang pengesahan design harus ditetapkan ditingkat nasional 
terlalu banyak menyita waktu. 
e.      Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan 
Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyususnan 
rencana dengan pelaksanaan, maka makin besar kemungkinan 
pelaksanaan mengahadapi hambatan. terlebih - lebih bila terjadi 
perubahan kebijaksanaan perubahan kepemimpinan baik pada 
pimpinan pelaksana maupun pimpinan dalam organisasi didaerah 
seperti gubernur, bupati banyak mempunyai pengaruh terhadap 
pelaksanaan proyek dalam arti cepat maupun lambat. 
2.  Pengertian Program 
Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu 
rencana. Dalam hal ini program merupakan bagaian dari perencanaan. 
sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari 
pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian 
program, berikut ini akan dikemukakan beberapa defenisi oleh para ahli: 
Pariata Westra dkk (1989;236) yang mengatakan bahwa: 
“Program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang 
akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya” 
Hal yang sama dikemukakan oleh Sutomo Kayatomo (1985;162) 
yang mengatakan bahwa: 
“Program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan 
yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan 
suatu tujuan.” 
Menurut Manullang (1987;1) yang mengatakan bahwa: 
Sebagai unsur dari suatu perencanaan, program dapat pula 
dikatakan sebagai gabungan dari politik, prosedur dan anggaran, 
yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu tindakan untuk waktu 
yang akan datang.” 
S.P. Siagian (2006;117) mengatakan bahwa: 
“Perumusan program kerja merupakan perincian dari pada suatu 
rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional 
program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan” 
Dengan penjabaran yang tepat terlihat dengan jelas paling sedikit 
lima  hal, yaitu: 
1. Berbagai sasaran konkrit yang hendak dicapai. 
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. 
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya. 
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan. 
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya 
maupun ditinjau dari segi jumlahnya. 
Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo 
(1994;181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1.   Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling 
berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin. 
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-
keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut. 
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembanguanan dan 
program pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri. 
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 
pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan 
demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara 
matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melaui 
partisipasi dari masyarakat. 
Dengan  beberapa  pendapat tersebut diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas 
pemerintah untuk dapat dilaksanakan sesui dengan target rencana yang telah 
ditetapkan. 
3.  Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri     
Perdesaan 
Dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan program IDT, 
Khususnya dalam rangka peningkatan keterpaduan dan kesinambungan 
kegiatan sosial ekonomi dan prasarana pedesaan pemerintah tetap 
melanjutkan program bantuan kepada masyarakat  melalui bantuan program 
nasional pemberdayaan masyarakat - mandiri perdesaan. Program nasional 
pemberdayaan masyarakat – mandiri perdesaan sesuai dengan buku 
petunjuk teknis operasional PNPM – mandiri perdesaan (Tim Koordinasi 
PNPM – Mandiri Perdesaan, 2008) mengatakan :  
“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan 
adalah Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan 
secara terpadu dan berkelanjutan, dimana menjadikan masyarakat 
miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan 
partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar 
desa.” 
Dari defenisi tersebut penulis dapat mengemukakan bahwa Program 
Nasional Pemberdayaan masyarakat – Mandiri Perdesaan itu adalah 
Program yang dibuat oleh pemerintah nasional dan dalam implementasinya 
dikoordinasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup penduduk miskin lewat rangsangan kemampuan 
pribadi dalam bentuk pemberian dana bantuan sebagai modal dalam 
meneruskan usahanya.  
a.  Visi dan misi Program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri  
perdesaan 
 Secara umum visi PNPM-Mandiri Perdesaan adalah terwujudnya 
masyarakat mandiri dan sejahtera. Mandiri artinya mengorganisir diri untuk 
memobilisasi sumber daya yang ada dilungkungannya, mampu mengakses 
sumber daya diluar lingkungannya, serta mengelolah sumber daya tersebut 
untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah 
kemiskinan. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. 
Dalam mewujudkan visi PNPM-Mandiri Perdesaan diatas, maka 
PNPM-Mandiri Perdesaan mempunya misi sebagai berikut: 
1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelembagaannya. 
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. 
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal. 
4.  Penigkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar dan    
ekonomi masyarakat. 
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 
 
b.  Pelaku dan perannya dalam Program nasional pemberdayaan 
masyarakat-mandiri perdesaan 
Secara umum hierarki organisasi, Penyelenggaraan PNPM-MP 
melibatkan pemerintah pusat, provinsi,Kabupaten/kota,kecamatan dan desa. 
Pada tingkat pusat sampai kabupaten/kota terbentuk tim koordinasi PNPM-
MP (TK PNPM-Mandiri Perdesaan) yang meliputi instansi terkait PNPM-MP 
yang antara lain: Bappenas, bappeda,(Provinsi-kabupaten/kota), dan badan 
pembangunan masyarakat desa (BPMD),  sedangkan secara teknis 
pelaksanaan kegiatan PNPM-MP dibawah tanggung jawab konsultan tingkat 
pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk tim pengelolah 
kegiatan harian dibawah tanggung jawab Unit pengelolah kegiatan (UPK) dan 
Tim pengelolah kegiatan (TPK). 
 Dalam PNPM-MP masyarakat adalah pelaku utama mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pemeliharaan hasil kegiatan dalam 
program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan, sedangkan 
pelaku-pelaku PNPM-MP lainnya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota 
itu berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar 
tujuan, prinsif, kebijakan dan prosedur serta mekanisme PNPM-MP  dapat 
berjalan dengan baik. Adapun tugas dan tanggung jawab pelaku Program 
nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan adalah: 
1.  Pelaku PNPM-MP di Kabupaten 
  Pelaku Program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri 
perdesaan di tingkat kabupaten terdiri atas bupati yang bertanggung jawab 
atas operasional kegiatan (PJOK) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan 
semua PNPM-MP ditingkat kabupaten. Untuk membantu bupati dalam 
pelaksanaan kegiatan harian, bupati menunjuk salah satu pejabat 
dilingkungan badan pemberdayaan masyarakat (BPM) sebagai pelaku harian 
TK PNPM-MP Kabupaten. 
Pelaku lainnya adalah konsultan manajemen kabupaten yaitu sebagai 
supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM-MP  dilapangan yang difasilitasi 
oleh fasilitator kecamatan, selain itu pelaku PNPM-MP lainnya di kabupaten 
adalah Konsultan manajerial teknik (KMT), yang mempunyai peran sebagai 
supervisor atas kualitas teknis kegiatan prasarana infrastruktur pedesaan, 
selanjutnya pelaku PNPM-MP kabupaten lainnya ada yang disebut 
pendamping UPK yang membantu UPK dalam pengelolahan dan pinjaman 
serta memberi rekomendasai dalam penyehatan UPK. 
Selain pelaku PNPM-MP di tingkat kabupaten/kota ,kecamatan dan 
desa ada juga pelaku PNPM-MP di tingkat pusat dan provinsi yang bertugas 
membina dan mengontrol serta mengawasai agar pelaksanaan PNPM-MP 
yang ada diwilayahnya dapat berjalan sesui dengan rencana sehingga tujuan 
PNPM-MP dalam pengentasan kemiskinan dapat tercapai. 
2.  Pelaku PNPM-MP di kecamatan. 
a. Camat 
Selain bupati yang berperan sebagai Pembina PNPM-MP di desa yang 
ada diwilayahnya, camat juga mempunyai tugas yang sama yaitu 
membuat surat penetapan camat tentang usulan-usulan kegiatan yang 
telah disepakati dalam musyawarah antar desa (MAD) untuk diberi 
dana oleh PNPM-MP. 
  b. Penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) 
Penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) adalah seorang kasi 
pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tugas sejenis 
dikecamatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati dan 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan 
keberhasilan seluruh kegiatan PNPM-MP dikecamatan. 
  c. Tim Verivikasi 
Tim verivikasi adalah  Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang 
memiliki pengalaman dan keahlian khusus baik di bidang teknik 
prasarana, simpan pinjam, pendidikan,kesehatan dan pelatihan 
keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan 
masyarakat. Tim ini berperan memeriksa dan memberikan penilaian 
atas usulan kegiatan disemua desa yang kemudian merekomendasikan 
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk dibiayai PNPM-MP. 
 d. Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) 
Unit Pengelolah kegiatan adalah unit pengelolah dan operasional 
pelaksanaan kegiatan program pengembangan kecamatan di tingkat 
antar desa termasuk merekomendasikan pertemuan-pertemuan 
dikecamatan. UPK terdiri atas Ketua, bendahara dan sekretaris. 
 
e. Badan Pengawas UPK (BP-UPK) 
Berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan 
keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui 
musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari 
ketua dan anggota. 
  f.  Fasilitator Kecamatan (FK)  
Fasilitator kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti 
dan melaksanakan Program pengembangan kecamatan. Peran 
fasilitator kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap 
tahapan PNPM-MP, dan membimbing kader-kader pelaku PNPM-MP di 
tingkat desa dan juga di tingkat kecamatan. 
3.  Pelaku PNPM-MP Di tingkat desa. 
 a. Kepala Desa. 
Kepala desa adalah Pembina dan pengendali kelancaran dan 
keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP ditingkat desa/kelurahan. 
Bersama dengan Badan pengawas desa (BPD), kepala desa menyusun 
peraturan desa yang relevan dan mendukung  program pengembangan 
kecamatan ini dalam rangka menciptakan pola pembangunan yang 
berpartisipatif juga berperan dalam pelestarian program. 
           b. Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) 
Tim pengelolah kegiatan adalah masyarakat yang dipilih melalui 
musyawarah desa yang secara umum mempunyai peran untuk 
mengelolah dan melaksanakan PNPM-MP. TPK terdiri atas ketua, 
bendahara, dan sekretaris yang saling bekerja sama dalam 
mengkoordir pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. 
  c. Tim Penulis Usulan (TPU) 
Tim Penulis Usulan adalah masyarakat yang dipilih melalui 
musyawarah desa.Peran  dan fungsi TPU adalah menyiapkan dan 
menyusun gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah 
desa. 
          d.  Kader Teknis 
Kader teknik merupakan kader desa yang dipilih dalam rangka 
memfasilitasi dan membuat penulisan usulan dan aturan pelaksanaan 
kegiatan infrastruktur yang telah diusulkan oleh masyarakat. 
c.  Sasaran dan Tujuan PNPM-MP 
1. Sasaran PNPM-MP 
Sasaran PNPM-MP ada dua yaitu lokasi sasaran dan kelompok 
sasaran. Lokasi sasaran meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia 
yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sedangkan kelompok 
sasaran yaitu masyarakat miskin di perdesaan, kelembagaan masyarakat di 
perdesaan dan kelembagaan pemerintah lokal. 
Dengan melihat sasaran tersebut maka inti dari kegiatan PNPM-MP 
adalah untuk mengangkat penduduk miskin dari belenggu  
ketidakberdayaan kearah kondisi yang lebih baik, mengingat kemiskinan 
bukan merupakan suatu takdir atau kehendak  yang dapat dirubah tetapi 
hanya keterbatasan sumber daya dalam berusaha 
2.Tujuan PNPM-MP 
a. Tujuan Umum 
Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja mayarakat 
miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam 
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 
b. Tujuan Khusus 
1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat miskin dan  
kelompok perempuan. 
2. Melembagakan pengelola pembangunan partisipatif dengan 
mendayagunakn sumber daya lokal. 
3. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi 
pengelolaan pembangunan partisipatif. 
4. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 
5. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa. 
6. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. 
d.  Prinsip Dasar PNPM-MP 
 Mengingat PNPM-MP merupakan program Nasional, pemerintah 
menetapkan prinsip-prinsip pokok yang menjadi azas dan pegangan guna 
penyetaraan program mulai dari perencanaan sampai kepada operasional di 
lapangan. 
 Terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang dianut PNPM-MP yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bertumpu pada pembangunan manusia 
Artinya masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak 
langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada 
pembangunan fisik semata. 
2. Otonomi 
Artinya masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara 
mandiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi negatif dari luar. 
3. Desentralisasi 
Artinya memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang 
bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kapasitas masyarakat. 
4. Berorientasi pada masyarakat miskin 
Artinya segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat 
miskin. 
5. Partisipasi 
Artinya masyarakat berperan secara aktif dalam proses alur tahapan 
program dan pengawasannya, mulai dari dari tahap sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. 
6. Kesetaraan dan keadilan gender 
Artinya masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan 
dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati 
manfaat kegiatan pembangunan. 
7. Demokratis 
Yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara 
musyawarah dan mufakat. 
8. Transparansi dan akuntabel 
Yaitu Masyarakat memiliki segala akses terhadap segala informasi dan 
proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat 
dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 
9. Prioritas 
Yaitu masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan 
mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk 
pengentasan kemiskinan. 
 
10. Keberlanjutan 
Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan harus telah 
mempertimbangkan sistem pelestariannya. 
B.  Konsep Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan  
 Perlu kita ketahui bahwa salahsatu program kerja dari PNPM-mandiri 
perdesaan adalah program peningkatan kemandirian perempuan dari namanya 
saja program ini hanya dikhususkan untuk kaum perempuan perdesaan yang 
sudah memiliki kelompok usaha minimal satu tahun terbentuk dan jika belum 
memiliki kelompok maka akan dibuatkan kelompok dengan jenis usaha yang 
jelas. Peran dari PNPM-mandiri perdesaan disini adalah memberikan modal 
usaha yang dinamakan SPP (simpan pinjam khusus perempuan) baik modal 
untuk membuka usaha maupun menambah modal usaha. Setiap kaum 
perempuan (secara berkelompok) dari desa-desa di lokasi program, memiliki 
kesempatan untuk memperoleh modal tambahan dengan memanfaatkan SPP. 
Caranya hanya perlu mengajukan proposal kepada Unit Pengelola Kegiatan 
(UPK) yang ada di setiap kecamatan lokasi program. 
 Setelah itu tim UPK kemudian akan melakukan verifikasi dan 
bermusyawarah untuk menilai kelayakan proposal-proposal. Proposal yang 
layak, akan disetujui untuk mendapatkan pendanaan. Untuk selanjutnya alurisasi 
penyaluran SPP selengkapnya ada pada gambar dibawah ini : 
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Alurisasi dana SPP 
  Kelompok perempuan 
 
  
 
 
      MKP 
 
Adapun kriteri SPP/kelompok : 
proposal 
Verifikas
   M A D 
Prioritas 
usulan 
    M A D  
Perguliran         
  S 
 
  P 
 
  P 
    1.  Pinjaman disalurkan melalui kelompok yang dikelola dan seluruh 
anggotanya adalah perempuan 
    2.     Kelompok minimal sudah terbentuk selama satu tahun 
    3.     Kelompok memiliki pembukuan sederhana dan simpanan anggota 
    4. Kelompok memiliki kepengurusan yang jelas yaitu meliputi 
(Ketua/Bendahara/Sekertaris/Anggota) 
Tidak sampai di situ, selain memberikan modal kepada kelompok 
perempuan di desa-desa, peran PNPM-mandiri perdesaan selanjutnya adalah 
memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok perempuan penerima SPP 
tadi untuk dibina agar mampu meningkatkan kapasitas kelompok berikut 
anggota-anggotanya, pembinaan tersebut berupa pembinaan rutin setiap 
bulannya yaitu peningkatan dibidang terkait administrasi, pengelolaan keuangan 
dan usaha rumahtangga yang digelutinya. 
C.  Konsep Kebijakan Pengentasan Kemiskinan 
              Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan oleh 
pemerintah, antara lain merumuskan standar obyektif garis kemiskinan dan 
pemetaan kantong -kantong kemiskinan. Langkah- langkah tersebut merupakan 
upaya untuk menentukan kelompok sasaran sehingga program pembangunan 
yang secara khusus menanggulangi kemiskinan dapat dirumuskan lebih akurat. 
              Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan memberdayakan 
orang miskin untuk dapat mandiri dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik. 
Dalam rangka meningkatkan upaya penaggulangan kemiskinan ada beberapa 
kebijakan yang dilaksanakan yaitu melalui tiga jalur program sebagai berikut : 
1. Program pemanfaatan potensi kelembagaan yang ada dimasyarakat  
antara lain LKMD, PKK, Dasa Wisma, PPKBD, LSM dan lain-lain. 
2. Program Inpres Desa tertinggal (IDT)  antara lain modal usaha dan 
pembinaan moril dan sprituil masyarakat miskin yang sekarang 
dilanjutkan dan disempurnakan dengan program pengembangan 
kecamatan. 
3. Bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan beras miskin (RASKIN). 
1. Pengertian Kemiskinan 
Memberikan  batasan tentang kemiskinan bukanlah hal yang mudah, 
hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan merupakan persoalan yang 
multi dimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga 
sosial, budaya dan politik. Secara ekonomis kemiskinan menggambarkan 
keadaan kekurangan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya yang 
dimaksud dalam pengertian finansial tetapi perlu mempertimbangkan semua 
jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Selanjutnya dijelaskan pengertian garis kemiskinan, yaitu : 
“Pembatasan antara miskin dan tidak miskin yang ditentukan dengan tingkat 
pendapatan minimum seperti pangan, sandang, papan kesehatan dan 
pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Dengan demikian 
bila tingkat pendapatan seseorang tidak mencapai kebutuhan dasarnya 
maka orang itu dikatakan miskin.” 
Secara garis besar terdapat tiga kategori tingkat kemiskinan yaitu 
kemiskinan absolute, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Ketiga 
bentuk kemiskinan itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 
“Seseorang dikatakan miskin secara absolute apabila diakibatkan oleh 
ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi 
kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan 
dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah  keadaan miskin yang dialami 
individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu 
masyarakat. Sedangkan kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap 
seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha 
memperbaiki tingkahkehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang 
membantunya”. 
BAPPENAS : Kemiskinan adalah tidak mampu memenuhi hak-hak 
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
bermatabat. 
BPS : Bila jumlah rupiah yang di keluarkan atau di belanjakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori perkapita. 
BANK DUNIA : Tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan 
1,00 dollar AS per/hari. 
Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut : 
1. Keterbatasan sumber daya alam karena lahan kurang subur, terjadi 
degradasi. 
2. Teknologi dan pendukung yang ada mengakibatkan penerapan terutama 
teknologi budaya yang masih rendah. 
3. Adanya tradisi dari kesempatan kerja yang terbatas 
4. Keterbatasan prasarana dan sarana serta kelembagaan yang 
mengakibatkan daerah terisolasi, perputaran modal kurang, bagi hasil 
yang kurang adil, tingkat upah yang rendah dan sebagainya. 
D.  Landasan Hukum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat-Mandiri Perdesaan. 
              Program nasioanl pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan 
merupakan suatu program Nasional pemerintah pusat, oleh karena itu diperlukan 
keseragaman pemahaman dan langkah dalam rangka menanggulangi 
kemiskinan secara bertahap. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan suatu 
pegangan atau pedoman dalam menanggulangi dan menangani masalah 
kemiskinan. 
               Adapun dalam hukum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, 
sebagaimana dijelaskan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia, Sebagai 
berikut: 
1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan. 
2. Keputusan Presiden No. 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan  dan Belanja Negara. 
3. Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan 
Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan masyarakat 
Desa (LKMD). 
4. Keputusan Presiden N0 6 Tahun 1984 tentang Peneyelenggaraan 
Bantuan Pembangunan kepada provinsi,kabupaten kota, dan desa. 
Disamping landasan hukum  di atas, dasar hukum lainnya mengatur   
tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah : 
6. Intruksi   Presiden No. 5 tahun 1993 tentang Peningkatan 
Penanggulangan Kemiskinan, dan 
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 13/A/44/0394 tentang 
Penyediaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Inpres Desa 
Tertinggal. 
 
          Keterpaduan antara kebijaksanaan pembangunan lainnya dengan 
program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan merupakan 
salah satu faktor yang mendukung untuk mempercepat upaya penanggulangan 
kemiskinan di desa dalam lingkup satu wilayah kecamatan. Disamping itu ada 
penyediaan dana untuk modal usaha disertai bimbingan  pelatihan yang khusus 
sesuai dengan kebutuhan serta pengawasan  yang pada dasarnya dilakukan 
oleh masyarakat itu sendiri  dan adanya hibah atas dana yang digunakan pada 
pembangunan prasarana dan sarana yang dapat menunjang peningkatan  
perekonomian masyarakat di desa. 
 
E.   Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan Dalam 
Pengentasan Kemiskinan 
               Mengingat Program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri 
perdesaan adalah salah satu program pemerintah dalam menangani masalah 
kemiskinan di negara kita, Maka program ini sangat diharapkan pemerintah 
dalam pengentasan kemiskinan, yang dilakukan secara intergral dimana 
keterlibatan aparat pemerintah, masyarakat dan swasta sangat diperlukan.  
               Untuk mengetahui peranan dari masing-masing pihak dalam 
pelaksanaan program pengembangan kecamatan, maka berikut ini akan kami 
kemukakan kelompok swadaya masyarakat/pokmas dan pendamping. 
1. Kelompok Swadaya masyarakat/pokmas 
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat merupakan 
masyarakat sosial. Nilai sosial masyarakat desa tercermin dari sifat 
keswadayaan (gotong royong dan bekerja sama). Untuk itu pemerintah 
dalam pelaksanaan program pengembangan kecamatan ini menganjurkan 
bahwa yang diterima sebagai kelompok masyarakat penerima bantuan 
PNPM-MP ialah kelompok masyarakat yang sudah terbentuk minimal satu 
tahun yang telah memiliki jenis usaha yang nyata dan berjalan dengan baik 
jika akan diberikan bantuan dana bergulir untuk mengembangkan jenis 
usaha kelompoknya. Dan bila masyarakat desa sebagai penerima bantuan 
berupa pembangunan fisik maka masyarakat desa harus  bersedia untuk 
ikut berpartisipasi  dalam pembangunan tersebut karena pemerintah hanya 
membantu dari segi pendanaan saja sedangkan untuk pelaksanaannya 
diserahkan langsung kepada masyarakat desa untuk mengelolah sendiri. 
               KSM/Pokmas adalah wadah yang dibentuk atas dasar kesamaan 
tujuan, yang bermodalkan semangat kerja gotong royong guna 
merencanakan suatu kegiatan, menyelesaikan permasalahan dan menilai 
kelayakan dari kegiatan yang dipilih. 
              Berdasarkan cara pembentukannya maka KSM dapat dibedakan 
atas tiga macam yaitu : 
a. Kelompok yang muncul atas inisiatif sendiri 
b. Kelompok yang muncul atas dorongan tokoh masyarakat setempat 
c. Kelompok yang dibentuk oleh pemerintah. 
 
                Dari kelompok -kelompok swadaya yang ada apakah itu dibentuk oleh 
masyarakat itu sendiri ,dorongan  tokoh masyarakat maupun yang dibentuk 
oleh pemerintah diharapkan dapat berfungsi secara maksimal dalam 
meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Agar kelompok dapat berfungsi 
secara maksimal maka hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah sebagai 
berikut: 
a. Pengembangan kelompok swadaya masyarakat, akan lebih berhasil 
apabila menggunakan kelompok yang sudah ada dimasyarakat atau 
apabila hendak dibentuk kelompok hendaknya diserahkan kepada calon 
anggota sendiri. Hal ini ditempuh untuk menjamin adanya solidaritas 
diantara anggota kelompok yang ada, sehingga pada akhirnya dapat 
tercipta kerjasama yang baik. 
 b. Jumlah anggota kelompok hendaknya tidak terlalu besar karena semakin 
banyak anggota kelompok maka semakin sulit membentuk hubungan erat 
diantara para anggota. 
  c. Perlu ada penerangan yang jelas kepada calon anggota kelompok tentang 
tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok tersebut dan perlu juga diberi 
pengertian mengenai pentingnya kerjasama dari anggota kelompok untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
  d.  Adanya keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam memberikan 
dorongan dan arahan pada kegiatan kelompok. Dengan dasar 
pertimbangan diatas maka hal yang perlu ditempuh adalah pembentukan 
kepengurusan untuk mempermudah pengelolaan kelompok demi 
kontinuitas dimasa yang akan datang. Dan kepengurusan yang telah 
terbentuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas dan wewenang 
yang dilimpahkan oleh anggota kelompok. 
2.   Pendamping 
 Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh para pengurus 
terutama dalam hal manajerial, maka pemerintah mengadakan tenaga 
pendamping sebagai pelengkap program-program PNPM-MP. Tenaga 
pendamping oleh pemerintah diharapkan mendampingi kelompok-kelompok 
swadaya masyarakat dalam hal perencanaan, pengkoordinasian, 
pengarahan dan pengontrolan. 
 Secara etimologi kata pendamping berasal dari kata “damping” 
yang artinya dekat atau karib yang paling setia oleh sebuah kelompok. Untuk 
itu segala rencana, langkah atau kegiatan yang akan dilaksanakan 
hendaknya atas persetujuan pendamping. 
Walaupun pendamping merupakan orang yang memiliki keahlian 
manajerial yang tertinggi namun berdasarkan ketentuan penyaluran dana 
pendamping tidak berhak menyalurkan dan mengelolah dana PNPM-MP, 
tetapi mereka hanya berhak sebatas pengontrolan. Penggunaan dana yang 
telah diterima oleh anggota harus digunakan berdasarkan rencana semula 
yang telah dituangkan dalam daftar usulan kegiatan (DUK). yang selajutnya 
berhak memberikan araha-arahan tentang penggunaan dana yang baik, yang 
dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. 
Menurut buku panduan yang diterbitkan oleh tim koordinasi PNPM-
MP pusat, tenaga pendamping dipilih dari : 
a. Tenaga lapangan pada tingkat kecamatan dan desa yang biasa 
disebut dengan fasilitator kecamatan (FK) dan fasilitator desa (FD). 
b. Dari LKMD,KPD dan tokoh-tokoh masyarakat. 
   Dalam buku tersebut lebih lanjut dijelaskan tugas dari seorang 
pendamping PNPM-MP adalah : 
a. Membina penduduk miskin dalam kelompok sehingga menjadi suatu 
kebersamaan  yang berusaha pada upaya perbaikan. 
b. Sebagai fasilitator (pemandu), penghubung (komunikator), 
penggerak  (dinamisator), dan motifator sehingga pelaksanaan 
kegiatan PNPM-MP dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
c. Sebagai pembimbing dalam upaya pengembangan kegiatan usaha 
Pokmas PNPM-MP. 
 
F.  Keranga Konseptual 
               Konsep implementasi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu 
Administrasi Negara , secara detail dapat kita pahami bahwa lahirnya konsep 
implementasi serangkaian dengan adanya pelaksanaan kebijaksanaan. Oleh 
sebab itu tidak salah jika  dikatakan implementasi bebijaksanaan merupakan 
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Sesuai dengan buku 
petunjuk teknis operasional PNPM – mandiri perdesaan (Tim Koordinasi PNPM – 
Mandiri Perdesaan, 2008) mengatakan :  
Tujuan dari program peningkatan kemandirian perempuan adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan meningkatan kapasitas individu ditiap 
kelompok-kelompok perempuan di perdesaan sehingga terwujud 
pengentasan kemiskinan dengan melihat perubahan ekonomi ditiap 
kelompok perempuan. 
 
            Selain itu  PNPM-MP juga mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu 
antara lain : 
a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan 
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
c. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi 
d. Membangun prasarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan 
ekonomi 
e. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat 
pemerintah untuk memfasilitasi proses pemberdayaan. 
              PNPM-MP adalah pengembangan sekaligus penyempurnaan dari 
program –program penanggulangan kemiskinan yang telah ada sebelumnya, 
khususnya dalam hal pendekatan dan manajemen program. Pengalaman 
pelaksanaan program- program penanggulangan kemiskinan yang telah 
dilaksanakan sebelumnya telah memberi landasan untuk merumuskan program 
penanggulangan yang lebih menyeluruh. 
               Kembali berdasarkan buku petunjuk teknis operasional (PTO) oleh tim 
PNPM-MP dikatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-
Mandiri Perdesaan  Merupakan Program untuk menumbuhkan dan memperkuat 
penduduk miskin guna meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka 
kesempatan kerja. Dalam  rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah 
memandang perlu untuk meningkatkan bantuan pembangunan kepada 
masyarakat pedesaan melalui PNPM-MP yang pengelolahannya di kecamatan. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan 
masyarakat dan aparat serta mengembangkan pelaksanaan program IDT, 
khususnya untuk meningkatkan keterpaduan pengemnbangan kegiatan usaha 
ekonomi produktif untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin dalam 
membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya, diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatannya yang mengacu pada pemanfaatan potensial yang 
dimiliki desanya. 
              Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dibuat alur 
pemikiran tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri 
sebagai berikut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dimana penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu terbatas 
pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan 
melakukan wawancara secara mendalam yang dilakukan berdasarkan teori 
Donald P.Warwieck yang merupakan teori implementasi. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa 
dengan fokus pengamatan tertuju pada dua desa, dua desa tersebut adalah 
Desa Tadisi dan Desa Rantekamase mengingat ke 2 desa ini adalah desa yang 
paling sedikit kelompok penerima bantuan program nasional pemberdayaan 
masyarakat-mandiri perdesaan khususnya program peningkatan kemandirian 
perempuan di perdesaan Tahun 2009/2011. 
     
C. Tipe dan Dasar penelitian 
1. Tipe penelitian 
              Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif 
yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-
masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data secara 
sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang 
terjadi pada saat peneliti  melakukan penelitian kemudian 
menganalisanya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada 
dengan teori, dan kemudian menarik kesimpulan. 
2. Dasar penelitian 
              Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus yang 
digunakan adalah studi kasus yang mengkaji, menganalisis dan mendiskripsikan 
implementasi program peningkatan kemandirian perempuan di Kecamatan 
Sumarorong Kabupaten Mamasa. 
D.    Informan 
   Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur dan tokoh 
masyarakat yang menangani langsung atau terkait dalam penelitian ini. Tekhnik 
purposive sampling digunakan dalam penentuan jumlah informan penelitian. 
Informan dalam penelitian ini terdiri dari : 
 
1. Camat Sumarorong 
2. Kepala Desa Tadisi 
3. Kepala Desa Rantekamase                      
4. Fasilitator kecamatan (FK) 
5. Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)                          
6. Ketua-ketua kelompok perempuan 
 
 
 
E.   Sumber Data 
 1.  Data primer                
         Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau 
data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan 
variabel pelaksanaan program pengembangan kecamatan. 
2.  Data sekunder 
         Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-
laporan, dokumen-dokumen, buku teks, yang ada baik pada instansi 
kecamatan maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan 
masalah penelitian yang dibahas. 
F.   Fokus Penelitian 
  Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang akan diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan 
memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap 
penulisan karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut. 
Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konseptual. Adapun 
fokus penelitiannya adalah menganalisis dan mendeskripsikan implementasi 
program peningkatan kemandirian perempuan perdesaan di Kecamatan 
Sumarorong Kabupaten Mamasa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi program peningkatan kemandirian perempuan di 
perdesaan seperti yang dijelaskan dibawah ini.  
  
1. Faktor pendorong (Facilitating conditions)  
Yang termasuk kondisi-kondisi atau faktor pendorong adalah: 
a.  Komitmen pimpinan politik 
Dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan 
pemerintah  (Kabupaten Mamasa) karena pimpinan pemerintah pada 
hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik. 
b.  Kemampuan organisasi 
Dalam tahap implementasi program pada hakekatnya dapat 
diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas 
yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan 
pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi (organization 
capacity) terdiri dari 2 unsur pokok yaitu : 
1) Kemampuan teknis 
2) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain. 
c.  Komitmen para pelaksana (Implementer). 
Salah satu asumsi yang sering kali keliru adalah jika pimpinan telah 
siap untuk bergerak maka bawahan akan segera ikut untuk 
mengerjakan dan melaksanakan sebuah kebijaksanaan yang telah 
disetujui amat bervariasi, dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
budaya, psikologis, dan birokratisme. 
d.  Dukungan dari kelompok kepentingan (interest group support). 
Pelaksanaan program dan proyek sering lebih berhasil apabila 
mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dalam 
masyarakat khususnya yang berkaitan langsung dengan proyek-
proyek tersebut. 
2.    Faktor penghambat (Impeding conditions) 
Yang termasuk kondisi-kondisi atau faktor-faktor penghambat 
terdiri dari:   
a.  Banyaknya pemain (actor) yang terlibat . 
Makin banyak pihak yang harus terlibat dapat mempengaruhi 
pelaksanaan program. Karena komunikasi akan semakin rumit dalam 
pengambilan keputusan karena rumitnya komunikasi, maka makin 
besar kemungkinan terjadinya delay atau hambatan dalam proses 
pelaksanaan. 
b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda. 
Dalam banyak kasusu, pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan 
suatu program atau proyek, telah menyetujui suatu program tetapi 
dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya 
komitmen terhadap proyek yang lain. Kadang-kadang pula seorang 
yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan program tidak 
memberikan perhatian yang cukup, semata-mata karena tidak 
mempunyai waktu lagi, karena seluruh waktunya telah habis disita 
oleh tugas-tugas lain. 
c. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri. 
Sering program atau proyek mengalami kesulitan dalam pelaksanaan 
karena sifat hhakiki dari proyek itu sendri, hambatan yang melekat 
dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan baku, 
dan factor prilaku pelaksana atau masyarakat. 
d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak 
Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang 
persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilakukan berarti 
makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan 
proyek yang pengesahan design harus ditetapkan ditingkat nasional 
terlalu banyak menyita waktu. 
e. Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan 
Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyususnan 
rencana dengan pelaksanaan, maka makin besar kemungkinan 
pelaksanaan mengahadapi hambatan. terlebih-lebih bila terjadi 
perubahan kebijaksanaan perubahan kepemimpinan baik pada 
pimpinan pelaksana maupun pimpinan dalam organisasi didaerah 
seperti gubernur,kepala daerah tingkat II banyak mempunyai 
pengaruh terhadap pelaksanaan proyek dalam arti cepat maupun 
lambat. 
3. Implementasi 
Implementasi yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah 
bagaimana menganalisis dan mendiskripsikan program peningkatan 
kemandirian perempuan perdesaan di Kecamatan Sumarorong 
Kabupaten Mamasa yang meliputi bagaimana respon masyarakat tentang 
adanya program ini, masalah-masalah apa yang dihadapi oleh kelompok 
perempuan terkait program ini, bagaimana keadaan ekonomi keluarga 
kelompok sebelum dan sesudah menerima dana SPP dan bagaimana 
pelatihan rutin bulanan bagi kelompok perempuan di perdesaan apakah 
sudah efektif atau belum. 
G.   Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.   Observasi 
              Yaitu kegiatan pengamatan atau pemantauan dan pencatatan 
sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki, dapat 
dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Dalam observasi 
melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal 
sebagai observer dan objek yang diobservasi yang dikenal sebagai 
observee. Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan 
dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil 
sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap 
implementasi kebijakan. 
2.    Interview (wawancara) 
            Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara lisan, dalam 
mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat 
melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari 
suaranya. Dalam interview selalu melibatkan dua pihak yang berbeda 
fungsi yaitu seorang Pengejar Informasi (Information hunter) disebut 
pula interviewer dan seorang atau lebih pemberi informasi (Information 
Supplyer) yang dikenal pula sebagai Interviewee. 
H.   Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data  yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh 
dilapangan akan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data secara 
kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti 
berdasarkan pada laporan-laporan, catatan-catatan yang ada dilapangan dan 
diuraikan dalam bentuk penggambaran (deskripsi) mengenai permasalahan dari 
objek penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Profil Kabupaten Mamasa 
1.1 Kondisi Geografis 
       Kabupaten Mamasa merupakan 1 dari 5 kabupaten yang ada di Sulawesi 
barat. Luas wilayah Kabupaten Mamasa pada tahun 2008 adalah 3.005,88 km², 
yang terbagi menjadi 15 kecamatan. Kecamatan Tabulahan adalah Kecamatan 
terluas di Kabupaten Mamasa dengan wilayah sebesar 534,14 km² atau sekitar 
18,44 persen dari seluruh wilayah kabupaten Mamasa. Sedangkan Kecamatan 
Rantebulahan Timur dengan luas 31,86 km² adalah kecamatan dengan wilayah 
terkecil di Kabupaten Mamasa. Diantara 15 kecamatan di Kabupaten Mamasa, 
kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten (Kecamatan Mamasa) 
adalah kecamatan Pana yaitu sejauh 95 Km, sementara kecamatan yang 
terdekat dari ibukota kabupaten adalah kecamatan Tawalian yang berjarak 3 Km. 
letak astronomi Kabupaten Mamasa berada pada 2:39’216’’ LS dan 3:19’288’’ LS 
serta 119:0’216’’ BT dan 119:38’144’’ BT dengan batas – batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Kabupaten Mamuju 
Sebelah Timur : Provinsi Sulawasi - selatan 
Sebelah Selatan : Kabupaten Polewali mandar 
Sebelah Barat  : Kabupaten Mamuju 
Kabupatem Mamasa terdiri dari 15 Kecamatan dan memiliki jumlah 
Kelurahan sebanyak 11 dan Desa sebanyak 166. Untuk lebih lengkapnya mari 
kita melihat tabel di bawah ini : 
Tabel. 1 
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di kabupaten Mamasa Tahun 2008 
 
No. Kecamatan Ibu kota Kelurahan Desa Jml Dusun RT 
1. Sumarorong Sumarorong 2 8 10 34 121 
2. Messawa Messawa 1 8 9 38 - 
3. Pana Pana 1 12 14 41 - 
4. Nosu Nosu - 7 7 27 - 
5. Tabang Tabang 1 6 7 27 - 
6. Mamasa Mamasa 1 11 12 60 - 
7. Tandukkalua Minake 1 11 12 76 - 
 
8. Balla Ballasatanetean - 8 8 48 - 
 
9. Sesenapadang Orobua - 10 10 55 11 
10. Tawalian Tawalian 1 3 4 22 - 
 
11. Mambi Mambi 2 20 22 109 228 
12. Bambang Galung - 18 18 115` 84 
13. Rantebulahan 
timur 
Salunokanan - 7 7 59 75 
14. Aralle Aralle 1 21 22 105 - 
15. Tabulahan Lakahang - 15 15 93 - 
 Jumlah total  11 166 177 909 519 
Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Mamasa 2011 
   Kabupaten Mamasa  terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan 
lembah yang tersebar di sejumlah Kecamatan yang memungkinkan 
masyarakatnya untuk hidup dari berbagai macam kegiatan seperti perkebunan 
dengan bercocok tanam dilahan basah dan kering, beternak dan berdagangan. 
 
             Sebelah utara dan selatan Kabupaten Mamasa berbatasan langsung 
dengan Kabupaten mamuju yang merupakan Ibu kota dari Provinsi Sulawesi 
barat ini memicu peningkatan ekonomi dikedua daerah karena akses tansportasi 
yang kian dekat meskipun sebagian besar jalanan dilintas Mamasa Mamuju ini 
masih dalam tahap perbaikan sehingga tidak semua jenis kendaraan mampu 
melewati lintas jalan ini. Kemudian proyek bandar udara didiprediksi dapat 
digunakan pada tahun 2013 mendatang yang semakin memudahkan akses 
transportasi lintas Provinsi guna mempercepat laju ekonomi Daerah kabupaten 
Mamasa. 
 
1.2 Kondisi Demografi 
     Berdasarkan hasil pencatatan aparat pemerintah (registrasi penduduk), 
penduduk Kabupaten Mamasa tahun 2008 berjumlah berjumlah 125.309 jiwa, 
meningkat sekitar 876 jiwa dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan 
penduduk per tahun sebesar 0,70 persen. Kecamatan Mamasa merupakan 
kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 14.698 jiwa. 
Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Tawalian sebesar 3.456 jiwa. 
Kepadatan penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2008 adalah 54 jiwa per 
Km², atau terdapat sekitar 54 jiwa setiap 1 Km². Jumlah penduduk laki-laki di 
Kabupaten Mamasa pada tahun 2008 sebanyak 63.464 jiwa, sedangkan 
penduduk perempuan sebanyak 61.845 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa 
jumlah penduduk laki-laki ternyata 1,03 persen lebih banyak daripada jumlah 
penduduk perempuan, dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) 103 yang 
berarti bahwa diantara 100 orang perempuan terdapat 103 laki-laki. Untuk lebih 
rincinya mengenai jumlah penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten Mamasa 
mari kita lihat tabel di bawah ini : 
 
Tabel. 2 
Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa tahun 2008 dan tingkat kepadatan 
penduduk ( jiwa/km² ) 
 
 
No. Kecamatan Laki – laki Perempuan Jumlah Kepadatan 
penduduk  
(jiwa/km²) 
1. Sumarorong 4.729 4.554 9.283 37 
2. Messawa 3.627 3.414 7.041 47 
3. Pana 4.478 4.209 8.687 48 
4. Nosu 2.198 2.187 4.385 39 
5. Tabang 3.327 3.199 6.526 21 
6. Mamasa 7.354 7.344 14.698 59 
7. Tandukkalua 4.970 4.772 9.742 81 
8. Balla 2.656 2.671 5.327 89 
9. Sesenapadang 4.363 4.646 9.009 59 
10. Tawalian 1.782 1.674 3.456 75 
11. Mambi 5.581 5.580 11.161 37 
12. Bambang 5.460 5.288 10.748 79 
13. Rantebulahan timur 2.504 2.503 5.007 157 
14. Aralle 5.532 5.322 10.854 30 
15. Tabulahan 4.903 4.482 9.385 18 
 Jumlah total 63.464 61.845 125.309 42 
Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Mamasa 2011 
Di Kabupaten Mamasa ada sebanyak 57.716 jiwa penduduk berumur 10 
tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2008, yang terdiri dari 39.263 laki-laki 
dan 18.453 perempuan. Jumlah penduduk yang bekerja terbanyak ada di 
kelompok penduduk berusia 25 – 29 tahun. Lapangan usaha yang paling banyak 
menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perburuan, dan perikanan, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 
47.305 jiwa, atau sebanyak 81,96%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa pada tahun 2008 sebanyak 2.676 pencari 
kerja. Dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan sebanyak 470 pencari 
kerja, atau sebanyak 17,56% dari total pencari kerja yang terdaftar. 
 
2. Profil Kecamatan Sumarorong 
Kecamatan Sumarorong merupakan kecamatan yang berada didataran 
tinggi dengan luas wilayah 20.482 Ha, yang terdiri dari 2 Kelurahan, 8 Desa, 41 
Dusun, 80 RW, 123 RT, dan memiliki 2.168 jumlah kepala keluarga/kk. Dengan 
rincian jumlah penduduk seperti pada tabel dibawah ini. 
Tabel. 3 
Jumlah Penduduk Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa  2011 
No. Jenis kelamin ( Jiwa ) Jumlah ( Jiwa ) 
   1. Laki – laki 5.714 
   2. Perempuan 5.740 
 Total 11.454 
Sumber : Kantor Kecamatan Sumarorong Kab.Mamasa 2011 
Secara kewilayahan Kecamatan Sumarorong terletak pada batas-batas 
wilayah sebagai berikut : 
- Sebelah Utara : Kecamatan Tandukkalua 
- Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi - selatan 
- Sebelah Selatan : Kecamatan Messawa 
- Sebelah Barat : Kabupaten Polewali mandar 
 
Seluas 846 Ha wilayah Kecamatan Sumarorong digunakan sebagai areal 
persawahan yang produktif didukung oleh sarana irigasi dari 2 sungai besar yang 
terus memberikan asupan air tiap tahunnya, sebagian rumah penduduk dialiri 
aliran listrik dari turbin air terjun yang mampu memberikan penerangan listrik 
kepada kurang lebih 100 kepala keluarga. Jumlah Rumah Ibadah 52, yang terdiri 
dari Masjid 3, Gereja protestan 38, Gereja katolik 8 dan Rumah ibadah untuk 
Hindu dan Budha sebanyak 3. Sarana pendidikan yaitu SD sebanyak 15, SLTP 
3, SLTA 3 dan Perguruan tinggi 1. 
Potensi di Kecamatan yang menjadi unggulan yaitu sektor perkebunan 
dan pariwisata, disektor perkebunan berupa kopi dan kakao sementara disektor 
pariwisata terdapat 2 air terjun, permandian air panas dan rumah adat. potensi 
lain yang mendukung produktivitas manusia yakni peternakan dan kehutanan. 
Potensi unggulan tersebut didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan 
masyarakat dengan keadaan sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, pos dan telekomunikasi, serta perbankan. 
3. Profil Desa Tadisi 
Desa Tadisi merupakan Desa yang berjarak 3 km dari ibu kota kecamatan 
dan 41 km dari ibu kota Kabupaten. Luas wilayah Desa Tadisi adalah 2.364 Ha 
dan jumlah penduduknya sebanyak 1.395 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 
702 jiwa dan perempuan sebanyak 693 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 
sebanyak 233. Lebih lanjutnya terlihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel. 4 
Jumlah penduduk Desa Tadisi Mei 2011 
No. Jenis kelamin ( jiwa ) Jumlah ( jiwa ) 
1. Laki – laki 702 jiwa 
2. Perempuan 693 jiwa 
 Total 1.395 jiwa 
Sumber : Kantor Kecamatan Sumarorong Kab.Mamasa 2011 
        Sebagian besar penduduk dari Desa Tadisi hidup dari bertani seperti 
bercocok tanam disawah, menanam kopi dan kakao serta sebagian lagi dari 
masyarakat beternak berupa memelihara ayam kampung dan babi.   
 
4. Profil Desa Rantekamase 
Desa Rantekamase merupakan Desa yang berjarak 2 km dari ibu kota 
kecamatan dan 36 km dari ibu kota Kabupaten. Luas wilayah Desa Tadisi adalah 
1.227 Ha dan jumlah penduduknya sebanyak 1.514 jiwa dengan rincian laki-laki 
sebanyak 736 jiwa dan perempuan sebanyak 778 jiwa dengan jumlah kepala 
keluarga sebanyak 286. 
Tabel. 5 
Jumlah penduduk Desa Rantekamase Mei 2011 
No. Jenis kelamin ( jiwa ) Jumlah ( jiwa ) 
1. Laki – laki 736 jiwa 
2. Perempuan 778 jiwa 
 Total 1.514 jiwa 
Sumber : Kantor Kecamatan Sumarorong Kab.Mamasa 2011 
        Sebagian besar penduduk dari Desa Rantekamase hidup dari 
bertani seperti bercocok tanam disawah sebagian lagi dari masyarakat hidup dari 
beternak khususnya beternak babi.   
B. Implementasi Program  Peningkatan Kemandirian Perempuan Di 
Perdesaan 
Program kemandirian perempuan merupakan salah satu program yang ada 
pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan atau 
lebih dikenal dengan PNPM-MP. Program kemandirian perempuan sesuai 
dengan namanya merupakan program yang hanya diperuntukkan kepada kaum 
perempuan perdesaan yang  dianggap layak untuk mendapatkan pendanaan 
sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Program ini tidak untuk 
skala individu akan tetapi skala kelompok. Peran dari PNPM-mandiri perdesaan 
disini adalah memberikan modal usaha yang dinamakan SPP                                
(simpan pinjam khusus perempuan) dana SPP ini digunakan untuk modal  
membuka usaha maupun menambah modal usaha. Setiap kaum perempuan         
(secara berkelompok) dari desa-desa di lokasi program memiliki kesempatan 
untuk memperoleh modal tambahan dengan memanfaatkan SPP. Cara atau alur 
untuk mendapatkan dana SPP secara sederhana dijelaskan dibawah ini : 
1. Masyarakat yang sudah memiliki kelompok atau jika belum memiliki 
kelompok maka terlebih dahulu membuat kelompok beserta proposal 
yang ingin diajukan. 
2. Setelah ada calon kelompok penerima SPP, maka diadakan MD          
(musyawarah desa) dimana kepala desa beserta masyarakat duduk 
bersama untuk membicarakan kelayakan dari calon kelompok 
penerima SPP sampai terpilihnya kelompok perempuan yang akan 
menerima SPP. 
3. Usulan kelompok perempuan penerima SPP yang telah ditetapkan di 
desa itu sangat kecil kemungkinan untuk ditolak proposalnya, jadi 
sudah menjadi aturan ditubuh PNPM-MP bahwa kelompok perempuan 
yang telah ditetapkan di desa itu akan secara mutlak direalisasikan 
dananya sesuai dengan jumlah nominal yang tertuang diproposal. 
Dengan demikian bahwa ketika ada kelompok yang mengajukan proposal 
untuk mendapatkan dana SPP, itu berarti kelompok tersebut sudah siap 
menerima pinjaman dan sudah siap juga untuk melunasinya, dan sistem 
pengembalian atau pelunasannya itu dihitung perbulan. Jadi apabila kelompok 
tersebut diberikan pinjaman misalnya pada tanggal 10 maka mereka juga harus 
melakukan pengembalian bulanan itu pada tanggal 10 tiap bulannya dan jika 
pembayaran bulanan tersebut lewat dari tanggal yang disebutkan diatas maka 
kelompok itu dianggap bermasalah karena penyetoran harus segera dilakukan 
oleh pihak PNPM-MP ke Bank sehari setelah tanggal jatuh tempo. Alurisasi 
pembayaran bulanan itu dimulai dari seluruh anggota kelompok menyetor uang 
sesuai dengan jumlah pinjaman yang harus mereka lunasi tiap bulan berikut 
nominal bunganya itu disetor ke Ketua kelompok kemudian ketua kelompoklah 
yang akan menyerahkan seluruh jumlah nominal yang harus dibayarkan setiap 
bulannya kepada UPK di Kecamatan dan selanjutnya UPK inilah yang 
meneruskan penyetoran ke Bank. Selanjutnya bahwa kelompok penerima SPP 
inilah yang akan dengan sendirinya mengelolah keuangannya berikut mengatur 
pelaksanaan jenis usaha mereka ditiap-tiap kelompoknya. Masyarakat tentu 
menyambut baik program ini dan berharap bahwa kelak mereka akan semakin 
menumbuhkan ekonomi rumah tangganya yang juga lahir dari usaha-usaha 
skala keluarga.                                        
Berdasarka hasil wawancara penulis dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
kecamatan mengenai respon masyarakat tentang adanya program ini 
mengatakan bahwa : 
 “ Masyarakat tentu sangat antusias, terlihat adanya kelompok-kelompok 
yang saling bersaing untuk meningkatkan usaha-usaha mereka dan 
banyaknya kelompok penerima SPP ditiap desa membuktikan bahwa 
peminat SPP ini cukup banyak dan diprediksi akan bertambah tiap 
tahunnya “. 
        (Hasil wawancara dengan UPK kecamatan pada 13 juli 2011) 
Hal serupa dikemukakan oleh salah satu ketua kelompok perempuan 
penerima SPP dari Desa Rantekamase yang mengatakan bahwa : 
“ kami tentunya sangat merasa bersyukur dengan adanya program ini, 
ini akan menjadi pembuktian bahwa kaum perempuan juga bisa maju 
dan bisa bersaing dengan kaum laki-laki. Modal usaha yang dipinjamkan 
kepada kelompok sangat berarti dalam meningkatkan usaha guna 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari kami“. 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok perempuan di desa Rantekamase   
pada 14 juli 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa begitu penting dan 
bergunanya program ini sehingga memicu kelompok-kelompok perempuan ini 
untuk lebih meningkatkan usaha mereka dan ketika usaha mereka meningkat 
maka secara tidak langsung kesejahteraan individu-individu yang ada pada 
kelompok ini akan meningkat pula. 
Berikut adalah data mengenai kelompok-kelompok perempuan penerima 
SPP yang penulis dapatkan di lapangan yaitu di Desa Tadisi dan Desa 
Rantekamase. 
Tabel. 6 
Daftar kelompok perempuan penerima  dana SPP tahun 2009 - 2011 
No Desa 
Nama 
kelompok 
Ketua 
kelompok 
Suku 
bunga/bulan 
Lama/bulan 
pelunasan 
Jumlah 
pinjaman 
1. Tadisi Tunas baru Ratu MB 1 % tetap 12 bulan 40.000.000 
2. Tadisi Melati 1 Bertha 2 % menurun 12 bulan 30.000.000 
3. Rantekamase Sipalamban Salomina 1 % tetap 18 bulan 70.000.000 
4. Rantekamase Kembang Helena 1 % tetap 18 bulan 55.000.000 
5. Rantekamase Simpati Ludia R 1 % tetap 18 bulan 100.000.000 
6.   Rantekamase Melati 2 Marthina GS  1 % tetap 18 bulan 50.000.000 
7. Rantekamase Terkini Selvi herawati 2 % menurun 12 bulan 25.000.000 
8. Rantekamase Bintang Paulina 2 % menurun 18 bulan 60.000.000 
 Sumber data : kantor UPK Kecamatan Sumarorong  
         Dengan melihat Table.6 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah 
pinjaman setiap kelompok penerima SPP ini diatas 25 juta dan jumlah pinjaman 
terbanyak yaitu 100 juta. Tentunya dengan jumlah nominal dana yang tidak 
sedikit ini mampu membangkitkan taraf ekonomi kelompok pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. Seiring implementasi program berjalan ternyata  
sebagian dari kelompok-kelompok penerima SPP ini mengalami 
kendala/hambatan dilapangan. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan 
salah satu ketua kelompok perempuan dari Desa tadisi berkaitan tentang 
masalah yang dihadapi didalam program ini, beliau mengatakan bahwa :  
  “ Masalah yang sering kami alami yaitu lambatnya anggota-anggota 
kelompok dalam melakukan setoran iuran bulanan, sehingga iuran 
bulanan berikutnya itu akan semakin berat”.                                              
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok perempuan di Desa Tadisi pada 14 
juli 2011) 
          Hal serupa ternyata dibenarkan oleh tim Unit pengelola kegiatan yang 
mengatakan bahwa : 
  “ Sebagian besar masalah yang sering timbul diprogram ini adalah 
masih banyaknya kelompok penerima SPP yang menunggak bahkan 
ada yang tunggakannya hampir mancapai setahun, ini tentunya akan 
berimbas kepada Desa dimana kelompok penerima SPP tersebut 
berada“                                                                                                       
(Hasil wawancara dengan tim UPK pada 13 juli 2011) 
          Senada pernyataan yang dikemukakan oleh kepala Desa Tadisi yang 
mengatakan bahwa : 
“ Jika ada kelompok penerima SPP dari Desa kami yang bermasalah 
seperti penunggakan iuran bulanan, maka yang pertama dihubungi oleh 
pihak PNPM-MP itu adalah kami selaku kepala desa, karena kami 
dianggap merasa bertanggung jawab atas pengusulan kelompok 
penerima SPP tersebut “ 
(Hasil wawancara dengan kepala desa Tadisi pada 18 juli 2011)                                                                                                                                                                    
 
           Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa 
masalah yang kemudian muncul pada pelaksanaan program ini adalah masih 
banyaknya anggota-anggota kelompok penerima SPP yang tidak konsisten 
terhadap pengembalian iuran bulanan. Sementara apabila ada kelompok yang 
tidak konsisten dalam hal pembayaran iuran bulanan maka akan berimbas 
kepada desa dimana kelompok penerima SPP tersebut berada. Imbasnya adalah 
desa tersebut tidak akan dikenahi pembangunan fisik dari PNPM-MP contohnya 
pembangunan jalan antar desa, pembangunan jembatan, pembangunan irigasi 
maupun pembangunan-pembangunan lainnya yang bersifat pembangunan fisik. 
           Informasi yang penulis dapatkan baik dari Ketua kelompok penerima 
SPP di Desa Tadisi maupun di Desa Rantekamase mengatakan bahwa ada 
beberapa penyebab mengapa anggota-anggota kelompok sering tidak konsisten 
dalam hal pembayaran iuran bulanan atau bahasa lazim yang sering digunakan 
yakni kata tunggakan, diantaranya adalah tidak adanya konsistensi 
pemasukan/keuntungan bulanan dalam usaha yang mereka geluti artinya dapat 
ditarik kesimpulan bahwa jika pembayaran iuran mereka lancar ditiap bulannya 
itu menandakan bahwa keuntungan atau pemasukan atas usaha yang 
digelutinya itu sedang maningkat begitupun sebaliknya. Apalagi misalnya 
anggota kelompok tersebut bukan dari kalangan pegawai negeri sipil mereka 
tentu mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran iuran secara lancar 
karena banyaknya tuntutan-tuntutan hidup dikeluarga yang terlebih dahulu 
mereka harus penuhi. Tentu berbeda dengan anggota kelompok yang berasal 
dari kalangan pegawai negeri sipil apabila lagi menurun omset pemasukan 
usahanya bisa serta-merta menggunakan gaji mereka untuk melunasi iuran 
bulanan sehingga tunggakan dapat mereka atasi atau bahkan tidak terjadi 
tunggakan sama sekali. 
          Selain tidak adanya konsistensi pemasukan/keuntungan bulanan dalam 
usaha yang mereka geluti menjadi salah satu penyebab terjadinya tunggakan, 
penyebab lain yang turut mempengaruhi banyaknya anggota kelompok yang 
menunggak adalah banyaknya prioritas-prioritas yang terlebih dahulu mereka 
harus penuhi didalam keluarga seperti pemenuhan kebutuhan pokok, 
pemenuhan sarana pendidikan bagi anak-anak mereka, belum lagi berbicara 
mengenai utang-utang keluarga. Kemudian ketika pemenuhan prioritas itu telah 
tuntas tidak ada lagi biaya yang cukup digunakan untuk iuran pengembalian 
pinjaman bulanan SPP. Seperti salah satu pengakuan dari anggota kelompok 
penerima SPP di Desa Tadisi yang mengatakan : 
“ Tunggakan sering tidak dapat kami hindari dikarenakan kebutuhan-
kebutuhan untuk keluarga itu banyak, apalagi kebutuhan-kebutuhan tiap 
bulannya itu tentu akan berbeda-beda “. 
(Hasil wawancara dengan anggota kelompok penerima SPP di Desa Tadisi 
pada 14 juli 2011) 
          Berbanding terbalik dari apa yang dikemukakan oleh ketua kelompok 
penerima SPP dari Desa Rantekamase yang mengatakan bahwa : 
“ Kami bersyukur karena semua anggota kelompok sampai pada saat ini 
belum ada sama sekali mengalami kendala terutama dari hal 
penunggakan atau keterlambatan pembayaran bulanan“ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok penerima SPP dari Desa 
Rantekamase pada 14 juli 2011)  
    Hal ini dibenarkan oleh anggota unit pengelola kegiatan (UPK) 
kecamatan yang mengatakan bahwa : 
“ Sesuai data yang kami terima dilapangan bahwa diantara 
Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Sumarorong Desa 
Rantekamase adalah satu-satunya Desa yang seluruh kelompok 
perempuan penerima SPP nya bersih dari penunggakan atau 
keterlambatan pengembalian iuran bulanan SPP “ 
(Hasil wawancara dengan anggota UPK Kecamatan pada 17 juli 2011)   
           Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di kantor PNPM-MP 
Kecamatan Sumarorong ternyata Desa Tadisi merupakan Desa peringkat 2 yang 
mengalami banyak masalah ditiap bulannya termasuk tunggakan dan 
keterlambatan pembayaran pengembalian dana pinjaman. Ada fakta yang 
menarik dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan bahwa banyak 
kepala Desa/Lurah yang apabila mengetahui ada kelompok penerima SPP di 
Desa/kelurahannya mengalami tunggakan maka untuk sementara si Kepala 
Desa/Lurah inilah yang menanggulangi seluruh biaya tunggakan kelompok 
tersebut guna menghindari imbas dari persoalan itu, bahkan itulah yang menjadi 
solusi konkrit tentang bagaimana mengatasi masalah penunggakan SPP ini 
meskipun sifatnya hanya untuk sementara karena Desa/Kelurahan merasa 
bertanggung jawab atas segala  hasil  musyawarah  desa  termasuk   hasil  untuk  
mengusulkan kelompok tersebut untuk masuk sebagai penerima SPP meskipun 
pada pelaksanaannya kelompok tersebut tidak mampu mengembangkan usaha-
usaha kelompoknya, apalagi ada imbas tidak dikenahinya pembangunan fisik di 
Desa/kelurahan tersebut apabila ada kelompok yang bermasalah tentu itu akan 
sangat mempengruhi kehidupan masyarakat di Desa/kelurahan tersebut dimasa 
akan datang. 
          Pembangunan fisik tentu akan sangat dibutuhkan oleh Desa/kelurahan 
untuk jangka panjang, sebut saja sarana seperti jembatan tentu akan sangat 
dibutuhkan karena jalan-jalan lintas desa ke kecamatan itu dihubungkan oleh 
sungai – sungai yang terjal sehingga perlu sarana yang lebih aman untuk bisa 
sampai cepat ke jalan utama. Belum lagi berbicara mengenai gengsi-gengsi 
Desa/Kelurahan mereka satu sama lain saling bersaing untuk mendapatkan 
pembangunan fisik tersebut untuk menaikkan pamor Desa/kelurahannya 
meskipun sebenarnya jalur untuk mendapatkannya itu sudah diatur oleh orang-
orang di PNPM-MP lewat forum musyawarah desa penetapan usulan skala 
kecamatan. 
           Kembali pada proses SPP bagi kelompok-kelompok perempuan di 
perdesaan, observasi yang penulis lakukan dikedua desa ini yaitu Desa Tadisi 
dan Desa Rantekamase menunjukkan bahwa sebagian besar dari kelompok-
kelompok penerima SPP ini bergerak dibidang usaha jualan campuran, usaha 
kerajianan tangan, usaha warung makan, beternak babi dan ayam, bisnis 
pakaian, usaha bengkel dan berjualan dikantin sekolah. Selanjutnya berbicara 
mengenai program pemberdayaan perempuan di perdesaan, salah satu tujuan 
dari program ini adalah mensejahterakan individu – individu secara khusus dan 
kelompok secara umum. Tentu yang ingin diketahui ialah adakah perubahan 
keadaan ekonomi kelompok sebelum dan sesudah menerima program SPP ini. 
           Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua 
kelompok Sipalamban dari Desa Rantekamase berkaitan dengan adakah 
pengaruh keadaan ekonomi keluarga sebelum dan sesudah menerima SPP ini, 
beliau mengatakan : 
“ Saya adalah kelompok penerima SPP pertama di Desa Rantekamase 
ini dan syukur kepada tuhan karena sampai saat ini ada penghasilan 
tambahan yang saya rasakan dari usaha saya yaitu penjualan 
campuran, sehingga otomatis menambah keuangan keluarga meskipun 
penghasilannya tidak terlalu banyak tiap bulan “ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok Sipalamban pada 18 juli 2011) 
     Hal yang sama dikatakan oleh ketua kelompok Simpati di Desa 
Rantekamase yang bergerak di bidang usaha campuran, yang mengatakan 
bahwa : 
“ Kami bersyukur dengan adanya program SPP ini karena ada 
penghasilan yang kami rasakan meskipun penghasilan itu tidak banyak 
akan tetapi sudah cukup untuk memberi makan keluarga dan 
menyekolahkan anak “ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok Simpati pada 18 juli 2011) 
           Senada yang disampaikan oleh ketua kelompok Melati 2 di Desa 
Rantekamase yang memilih berjualan di kantin sekolah, yang mengatakan 
bahwa : 
“ Penghasilan yang saya dapatkan dari usaha ini cukup memuaskan 
karena antusiasme anak sekolah untuk jajan di kantin sangat tinggi, ini 
semua berkat dana SPP yang memberikan saya modal usaha “ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok Melati 2 pada 18 juli 2011) 
           Begitupun hasil yang dikemukakan oleh ketua kelompok Kembang dan 
ketua kelompok Bintang keduanya mengatakan pengahasilan tetap ada dari 
usaha yang kami geluti cuman hasilnya tidak menentu tiap bulannya, kadang-
kadang bulan ini keuntungan banyak tapi bulan berikutnya bisa sedikit. Jadi 
kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan di atas bahwa ada 
perubahan ekonomi keluarga yang kelompok-kelompok rasakan setelah adanya 
dana SPP ini, dan tentunya perubahan ekonomi keluarga tersebut meningkat dan 
bisa memeberikan kesejahteraan bagi kelompok perempuan di Desa 
Rantekamase. 
           Namun berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh kelompok-
kelompok perempuan penerima SPP di Desa Tadisi. Seperti wawancara penulis 
dengan ketua kelompok  Tunas baru Desa Tadisi yang menggeluti usaha ternak 
babi, ia mengatakan bahwa : 
“ Masalah tunggakan yang anggota kelompok kami alami beberapa 
bulan terakhir ini itu disebabkan karena kurangnya pemasukan atas 
hasil usaha apalagi tidak ada usaha lain yang bisa mendukung ekonomi 
kami “ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok Tunas baru pada 18 juli 2011) 
           Begitupun wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu anggota 
kelompok Melati 1 Desa Tadisi yang mengatakan bahwa : 
“ Usaha barang campuran yang saya lakukan belum memberikan 
keuntungan yang berarti karena disini sepi pembeli, semua pembeli itu 
lari ke kota Kecamatan “ 
(Hasil wawancara dengan anggota kelompok Melati 1 pada 18 juli 2011) 
   Informasi dari salah satu tim UPK kecamatan membenarkan bahwa 
masalah – masalah yang terjadi di Desa Tadisi seperti penunggakan itu sudah 
terjadi beberapa bulan yang lalu cuman sebagian dari tunggakan itu telah 
dibayarkan oleh kepala desa setempat sehingga kelompok penerima SPP di 
desa Tadisi  itu bukan hanya berkepentingan dengan orang PNPM-MP akan 
tetapi berurusan juga dengan kepala Desa, dalam artian bahwa disamping 
mereka berusaha membayar kelanjutan dari angsuran bulanan mereka ke 
PNPM-MP mereka juga berusaha melunasi besaran dana yang harus diganti  ke 
kepala desa yang telah menalangi iuran tunggakan kelompok itu. Jadi 
berdasarkan penjelasan dari kelompok-kelompok penerima SPP di Desa Tadisi 
ditambah dengan fakta-fakta data maupun lapangan yang diungkap oleh tim UPK 
di Kecamatan dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada peningkatan ekonomi 
yang signifikan terjadi pada kelompok-kelompok penerima SPP di Desa Tadisi 
dan itu berarti kesejahteraan kelompok belum sepenuhnya dapat tercapai. 
  Terlepas berbicara mengenai program pemberdayaan perempuan 
melalui  penyaluran dana SPP tak kalah penting untuk kita bahas adalah 
menyangkut pelatiha rutin, jadi selain kelompok-kelompok perempuan ini 
mendapatkan biaya SPP mereka juga diberikan pelatihan rutin sebulan sekali 
yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu-individu didalam kelompok. 
Sesuai informasi yang penulis dapatkan dari tim UPK kecamatan bahwa  jenis 
pelatihan yang diberikan kepada kelompok perempuan ini berupa pelatihan 
bagaimana membuat pembukuan/kesekretariatan yang baik, serta pelatihan 
yang berkaitan langsung dengan jenis usaha tiap anggota kelompok. Misalnya 
untuk mereka yang usahanya bergerak dibidang peternakan itu mereka akan 
dibimbing dan diberikan pelatihan dari para ahli-ahli peternakan yang khusus 
didatangkan oleh pihak PNPM-MP. Namun yang menjadi pertanyaan adalah 
apakah pelatihan rutin ini sudah maksimal dilakukan sehingga tujuan dari 
pelatihan rutin itu sendiri yakni untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok 
itu sudah tercapai atau belum. 
    Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ketua kelompok 
perempuan Tunas baru di Desa Tadisi mengenai seberapa sering mereka 
mendapatkan pelatihan rutin yang menjadi salah satu bagian dari program 
pemberdayaan perempuan di perdesaan, beliau mengatakan bahwa : 
“ Semenjak kelompok kami terbentuk sampai pada mendapat pinjaman 
berupa dana SPP, kami belum pernah mendapatkan pelatihan sama 
sekali “ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok Tunas baru di Desa Tadisi pada 18 
juli) 
   Begitupun wawancara yang penulis lakukan dengan ketua kelompok 
perempuan Kembang di Desa Rantekamase mengatakan bahwa : 
“ Kami belum pernah mendapatkan pelatihan selama ini bahkan kami 
baru tau kalo ternyata ada pelatihan rutin “ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok Kembang di Desa Rantekamase 
pada 18 juli 2011) 
 
Wawancara yang penulis lakukan dengan ketua kelompok perempuan 
Bintang di Desa Rantekamase juga mengatakan bahwa : 
“ Kelompok kami belum pernah mendapatkan pelatihan, tapi kami tidak 
tau apakah kelompok yang lain sudah pernah dilatih “ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok Bintang pada 18 juli 2011) 
 
  Hal tersebut dibenarkan oleh tim UPK kecamatan pak Sura lembang 
yang mengtakan banhwa : 
“ Memang pelatihan untuk kelompok-kelompok perempuan ini belum 
maksimal, bahkan disepanjang tahun ini pelatihan itu hanya baru sekali 
dilakukan itupun hanya Kelurahan Sumarorong yang mendapat 
pelatihan belum untuk Desa-desa yang lain. “ 
(Hasil wawancara dengan UPK kecamatan pada 17 juli 2011) 
   Lebih lanjut disampaikan oleh tim UPK Kecamatan bahwa penyebab 
belum maksimalnya pelatihan rutin ini dikarenakan keterbatasan dana sebab 
yang mau diberikan pelatihan itu adalah seluruh desa yang mempunyai anggota 
kelompok perempuan penerima SPP, belum lagi biaya yang lain untuk 
mendatangkan ahli yang akan memberikan pelatihan karena pelatihan ini tidak 
untuk satu bidang akan tetapi disesuaikan dengan jenis usaha dari kelompok - 
kelompok perempuan di perdesaan. Misalnya kelompok desa A rata-rata 
bergerak dibidang usaha ternak maka tentu ahli yang akan memberikan 
pelatihan adalah ahli peternakan begitupun selanjutnya dengan usaha kelompok 
- kelompok perempuan desa yang lain. 
Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara 
dengan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa 
Tadisi dan Desa Rantekamase belum sama sekali pernah mendapatkan 
pelatihan rutin seperti yang dibahasakan di dalam program pemberdayaan 
perempuan di perdesaan. Dapat pula ditarik kesimpulan bahwa di Desa Tadisi 
dan Desa Rantekamase tujuan dari pelatihan rutin ini yaitu untuk meningkatkan 
kapasitas anggota di dalam kelompoknya itu belum tercapai. 
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program 
Peningkatan Kemandirian Perempuan Di Perdesaan 
Pentingnya program ini bagi masyarakat hanya dapat dinilai dari proses 
implementasi dan keberhasilannya apakah dapat memberikan kontribusi yang 
cukup berarti atau tidak. Berkaitan dengan itu maka menurut penulis yang 
didasarkan pada pengamatan dilokasi penelitian bahwa muncul faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan Program pemebrdayaan perempuan secara 
umum dengan melihat kondisi pelaksanaan program ini di Desa Tadisi dan Desa 
Rantekamase adalah sebagai berikut : 
1. Faktor Pendorong (Fasilitation conditions) 
Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan  suatu program/proyek, sehingga program/proyek berhasil. 
Adapun yang termasuk  faktor-faktor pendorong tersebut adalah: 
 
 
a. Komitmen pimpinan politik (Pimpinan pemerintah) 
    Dalam pelaksanaan program/proyek, maka komitmen politik dari   
pimpinan pemerintah di Kecamatan Sumarorong, sangat diperlukan 
karena pimpinan pemerintahan pada hakekatnya tercakup dalam 
pimpinan politik yang berkuasa. 
    Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Camat 
kecematan Sumarorong berkenaan dengan komitmen pimpinan politik 
dalam program pemberdayaan perempuan, beliau mengatakan bahwa : 
“ komitmen saya sebagai pelayan masyarakat itu akan tetap 
mengawal program PNPM-MP termasuk soal pemberdayaan 
perempuan karena program ini penting apalagi menyang kut 
peningkatan taraf hidup di masyarakat di daerah ini “ 
(Hasil wawancara dengan Bapak Camat pada 19 juli 2011) 
 
Kemudian wawancara penulis dengan Kepala Desa Rantekamase 
yang mengatakan bahwa : 
“ Kami dan PNPM-MP itu sudah sepakat untuk melaksanakan tiap 
program - program di masyarakat semua itu sudah dibahasakan 
tiap pertemuan-pertemuan, tinggal bagaiamana tanggung jawab 
kami untuk mengarahkan masyarakat melaksanakan sebaik - 
baiknya program ini  “ 
(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Rantekamase pada 19 juli 2011) 
 
b. Kemampuan Organisasi 
Dalam tahap implementasi program/proyek, pada hakekatnya 
dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang 
seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah 
satu organisasi, dalam hal ini TPK, dan unit- unit yang dibentuk dalam 
PNPM-MP. Kemampuan organisasi (Organization capacity) terdiri dari  2 
unsur pokok yaitu : 
 
 
1) Kemampuan Teknis 
Dilihat dari segi kemampuan teknis, Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Fasilitator Kecamatan (FK) mengatakan bahwa :  
“Kemampuan UPK  dan unit - unit yang ditunjuk dalam 
pelaksanaan program seperti TPK ataupun kelompok - kelompok 
perempuan yang terbentuk saya pikir sudah baik dan pada 
dasarnya mereka bisa bekerja di lapangan sesuai dengan aturan - 
aturan yang berlaku di PNPM-MP dan hasil kesepakatan - 
kesepakatan dari  tiap pertemuan desa ” 
(Hasil wawancara dengan FK pada 20 juli 2011) 
2) Kemampuan dalam menjalani hubungan dengan organisasi lain 
Agar UPK dan unit-unit yang dibentuk PNPM-MP bisa berjalan 
dengan baik, maka mutlak harus berhubungan dengan organisasi lain 
jika memang ada untuk menunjang program. 
       Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa : 
“ Untuk berhubungan dengan organisasi lain saya pikir unit - unit 
ini  mampu, cuman saat ini mereka - mereka inilah yang saling 
berhubungan satu sama lain di lapangan seperti antara UPK 
dengan TPK begitupun kepada kelompok - kelompok perempuan 
saling berkolaborasi untuk mengurus yang perlu diselesaikan ”. 
(Hasil wawancara dengan FK pada 20 juli 2011) 
 
c. Komitmen para pelaksana (Implementer) 
Salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana menjaga 
komitmen yang telah dibangun antar sesama pelaksana program agar 
tujuan - tujuan yang telah ditetapkan bersama bisa terealisasi dan 
meminimalisir segala hambatan - hambatan yang mungkin dapat terjadi 
pada saat program ini dilaksanakan. Misalnya komitmen kelompok - 
kelompok perempuan dalam menjalankan program ini dan Kepala - 
kepala Desa sebagai penanggung jawab dan pengontrol jalannya 
program. 
      Hasil Wawancara dengan kepala desa Rantekamase, yang  
mengatakan bahwa :  
“ Komitmen kami tentunya kesadaran yang tebangun dari kelompo 
- kelompok perempuan untuk terus berpartisipasi dalam program 
ini karena merekalah yang akan merasaka hasilnya dan saya pikir 
komitmen itu tetap terjaga sampai saat ini ”. 
(Hasil wawancara dengan kepala desa Rantekamase pada 19 juli 2011) 
Berikut hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok 
perempuan Sipalamban dari Desa Rantekamase yang mengatakan : 
“ Soal komitmen ya kelompok kami akan terus melaksanakan 
program ini sampai angsuran bulanan kami selesai dan jika 
diberikan kesempatan kami akan mengusulkan proposal lagi untuk 
bisa mendapatkan dana SPP selanjutnya “ 
(Hasil wawancara dengan ketua kelompok Sipalamban desa 
Rantekamase pada 18 juli 2011) 
 
d. Dukungan dari kelompok kepentingan (Interest group support) 
Pelaksanaan program sering lebih berhasil apabila mendapat 
dukungan dari kelompok - kelompok kepentingan dalam masyarakat kh- 
    ususnya yang berkaitan dengan program/proyek. 
Didalam pelaksanaan program ini kelompok kepentingan ini 
biasanya dari tokoh - tokoh masyarakat ataupun kelompok - kelompok 
pemuda bahkan dari kelompok - kelompok perempuan penerima SPP 
itu sendiri. Hasil wawancara dengan kepala Desa Tadisi yang 
mengatakan bahwa :  
“ Kalau berbicara masalah dukungan, ya tentu semua masyarakat 
mendukung program ini. Terutama saat rapat - rapat di desa atau 
kecamatan itu banyak ide dan masukan dari tokoh - tokoh 
masyarakat, ini membuktikan bahwa semua pihak ingin agar 
program ini tersalur dengan baik dan memberikan manfaat bagi 
warga “ 
(Hasil wawancara dengan kepala Desa Tadisi pada 18 juli 2011)  
 
2. Faktor Penghambat (Impeding conditions) 
Faktor Penghambat adalah faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya hambatan-hambatan pada pelaksanaan program/proyek. 
Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah : 
a. Banyaknya pelaku/actor (stake holders) yang terlibat 
Berbicara mengenai banyaknya pelaku yang terlibat di dalam 
program pemberdayaan perempuan berarti menimbulkan pertanyaan 
bahwa apakah ada pelaku (stake holders) yang terlibat di dalam 
program ini, dan apabila ada berapa banyak yang terlibat. Berikut 
adalah hasil wawancara penulis dengan Fasilitator Kecamatan (FK) 
yang mengatakan bahwa : 
“ Dalam segala bentuk pengambilan keputusan di program 
pemberdayaan perempuan itu tidak banyak pelaku yang terlibat 
karena memang semua sudah ditentukan mulai dari orang - orang 
yang menentukan kelompok perempuan sampai pada terpilih dan 
terlaksananya program pemberdayaan perempuan ini “. (Hasil 
wawancara dengan FK pada 20 juli 2011) 
 
  Lebih lanjut dijelaskan oleh FK bahwa orang - orang yang berada 
ditahap penentuan kelompok - kelompok perempuan penerima SPP itu 
ada Kepala Desa bersama masyarakat duduk bersama membicarakan 
kelompok - kelompok perempuan yang ingin menerima dana SPP 
disaksikan oleh Tim pengelola kegiatan (TPK) yang mencatat semua 
kejadian - kejadian pada saat pertemuan berlangsung. Begitupun 
sampai terpilihnya kelompok perempuan yang akan menerima SPP 
semua itu hasil mufakat dari masyarakat dan kepala desa. Jadi seperti 
itu tidak banyak pelaku - pelaku dalam hal ini stake holders yang terlibat 
di dalam pengambilan keputusan menyangkut program ini. 
  Jadi dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa tidak banyak pemain atau actor yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan - keputusan yang ada dalam program 
pemberdayaan perempuan ini, sehingga mengenai banyaknya 
pelaku/actor yang terlibat di dalam implementasi program 
pemberdayaan perempuan ternyata bukan menjadi faktor penghambat 
karena keterlibatan pelaku/actor itu tidak banyak khususnya di Desa 
Tadisi dan Desa Rantekamase. 
b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda 
Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan 
suatu program atau proyek telah menyetujui suatu program tetapi dalam 
pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena misalnya adanya 
komitmen terhadap proyek yang lain. Kadang-kadang pula seorang 
yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan program tidak 
memberikan perhatian yang cukup, semata-mata karena tidak 
mempunyai waktu lagi, karena seluruh waktunya telah habis disita oleh 
tugas-tugas lain. 
  Berikut adalah hasil wawancara di lapangan dengan FK 
mengenai adakah komitmen atau loyalitas ganda yang dapat 
mempengaruhi implementasi program ini, beliau mengatakan bahwa : 
“ kalau untuk program pemberdayaan perempuan saya kira tidak 
terjadi hal seperti penundaan program karena adanya program 
yang lain, karena memang sudah ada orang - orang yang bekerja 
serta  pos - pos dana untuk itu sudah ada dan pelaksana program 
itu juga sudah jelas yaitu kelompok-kelompok perempuan 
penerima SPP ini “ 
(Hasil wawancara dengan FK pada 20 juli 2011) 
Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa tidak ada komitmen atau loyalitas ganda yang melekat sehingga 
dapat menghambat terlaksanannya program ini jadi komitmen atau 
loyalitas ganda adalah bukan merupakan faktor penghambat dalam 
implementasi program pemberdayaan kemandirian perempuan di 
perdesaan. 
c. Kerumitan yang melekat pada program/proyek itu sendiri 
 
Seperti yang telah dikemukakan oleh unit pengelola kegiatan 
(UPK) sebelumnya bahwa ada kerumitan atau masalah - masalah yang 
turut mewarnai pelaksanaan program pemberdayaan perempuan ini, 
diantaranya adalah kerumitan dari segi dana atau anggaran, terutama 
anggaran yang akan digunakan untuk pelatihan rutin bagi kelompk-
kelompok perempuan penerima SPP. Anggaran untuk pelatihan rutin itu 
masih minim bahkan kurang sama sekali makanya tidak heran ketika 
salah satu tujuan dari program pemberdayaan perempuan yaitu 
peningkatan kapasitas anggota-anggota kelompok lewat pelatihan rutin 
ini itu belum maksimal bahkan jauh dari tujuan yang ingin dicapai. 
Lanjut lagi dijelaskan oleh tim UPK bahwa pelatihan rutin ini luar 
biasa manfaatnya karena dengan pelatihan rutin masalah-masalah yang 
lain akan sedikit bisa diatasi termasuk penunggakan-penunggakan yang 
selama ini marak terjadi meskipun tidak semua desa bermasalah. 
Karena banyak penunggakan terjadi akibat manajemen keuangan, 
strategi serta peluang - peluang usaha itu belum tertata dan 
termaksimalkan dengan baik oleh kelompok-kelompok penerima SPP ini 
sehingga otomatis keuntungan yang diraih dari hasil usaha juga belum 
maksimal bahkan malah tidak menghasilkan apa-apa, jika hasil tidak 
maksimal bagaimana mau membayar iuran dengan lancar sehingga 
dengan begitu tunggakan pasti akan terjadi, dan masih banyak lagi 
kerumitan-kerumitan lain yang melekat pada program ini. 
Jadi kesimpulannya adalah dana/anggaran merupakan kerumitan 
yang melekat dalam program ini terutama anggaran untuk pelatihan 
rutin bagi kelompok-kelompok perempuan penerima SPP di Kecamatan 
Sumarorong Kabupaten Mamasa, sebab anggaran pelatihan rutin ini 
masih sangat minim. 
  
d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak 
 
Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang 
persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilakukan berarti 
makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan 
proyek yang pengesahan design harus ditetapkan ditingkat yang lebih 
tinggi akan terlalu banyak menyita waktu. Jika penjelasan diatas disimak 
secara baik maka akan timbul pertanyaan apakah jenjang pengambilan 
keputusan pada program pemberdayaan kemandirian perepempuan itu 
banyak atau tidak. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan UPK 
Kecamatan yang mengatakan bahwa : 
“ Berbicara mengenai pengambilan keputusan - keputusan pada 
program pemberdayaan kemandirian perempuan itu saya rasa 
tidak banyak dan sederhana saja karena sehari itu kita sudah bisa 
mendapat data dari desa tentang kelompok perempuan yang akan 
menerima dana SPP “. 
(Hasil wawancara dengan UPK pada 17 juli 2011)  
 
Lebih lanjut dijelaskan oleh UPK Kecamatan bahwa pengambilan 
keputusan mengenai penetapan kelompok - kelompok perempuan 
penerima dana SPP ini itu ada di desa, jadi pada saat hari pertemuan 
tiba untuk menentukan kelompok perempuan penerima SPP maka hari 
itu juga sudah akan ada hasil penetapan kelompok penerima SPP di 
desa berikut proposal dana peminjaman yang kelompok itu ajukan. 
Mengenai rapat MD skala kecamatan untuk menetapkan secara resmi 
kelompok-kelompok penerima dana SPP di semua desa itu hanya 
merupakan formalitas saja karena hanya sekedar menyebutkan 
kelompok yang resmi menerima dana SPP disamping membicarakan 
program pembangunan fisik yang akan direncanakan atau dilaksanakan. 
Jadi kesimpulannya bahwa memang pengambilan keputusan yang 
sangat penting untuk program pemberdayaan kemandirian perempuan 
itu ada di musyawarah desa dan jenjang pengambilan keputusannya itu 
tidak banyak sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk 
melaksanakan program ini sampai ke kelompok-kelompok penerima 
dana SPP. 
e. Faktor lain : waktu dan perubahan kepemimpinan 
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa 
Program pemberdayaan kemandirian perempuan di perdesaan yang 
dilaksanakan di Desa Tadisi dan Desa Rantekamase yang dimulai pada 
tahun anggaran 2009 yang lalu menunjukkan bahwa belum pernah 
terjadi perubahan kebijaksanaan dari pimpinan pemerintah baik 
pimpinan pemerintah Kabupaten, pimpinan Kecamatan maupun 
pimpinan penanggung jawab program di Kecamatan dalam hal ini 
Fasilitator Kecamatan (FK) mengenai perubahan - perubahan kebijakan 
tentang program pemberdayaan kemandirian perempuan di perdesaaan 
ini, jadi aturan mengenai program ini itu semua sudah tertuang dalam 
brosur - brosur dan buku petunjuk teknis operasional mengenai program 
pemberdayaan kemandirian perempuan di perdesaan. 
 Sedangkan  dari segi waktu, menunjukkan bahwa pelaksanaan 
program pemberdayaan kemandirian perempuan di perdesaan mulai 
dari tahap perencanaan penentuan kelompok perempuan penerima 
dana SPP sampai pada pelaksanaan program ini itu tidak membutuhkan 
waktu yang terlalu lama karena proses pengambilan keputusannya itu 
banyak berada pada tataran desa. Jadi kesimpulannya bahwa faktor 
waktu dan perubahan kepemimpinan bukan termasuk faktor 
penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan kemandirian 
perempuan di perdesaan yang dilaksanakan di Desa Tadisi dan Desa 
Rantekamase Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.  
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 
a. Terkait Implementasi Program Peningkatan Kemandirian 
Perempuan Perdesaan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten 
Mamasa . 
1. Dengan adanya pelaksanaan program dana SPP ini masyarakat dan 
kelompok-kelompok penerima SPP di Desa Tadisi dan Desa 
Rantekamase ternyata sangat antusias menyambut program SPP 
(Simpan pinjam khusus perempuan) ini, diketahui di Desa Tadisi ada 
dua kelompok penerima SPP dan di Desa Rantekamase ada enam 
kelompok penerima SPP. 
2. Dalam pelaksanaan program ini masalah yang dihadapi oleh kelompok - 
kelompok penerima SPP ini adalah penunggakan atau keterlambatan 
pembayaran/pelunasan iuran bulanan dikarenakan pemasukan tiap 
bulannya tidak dapat diprediksi kemudian banyaknya kebutuhan hidup 
yang harus diprioritaskan oleh tiap-tiap keluarga serta jenis usaha yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tempat usaha yang 
tidak strategis. 
3. Seiring berjalannya program di Desa Tadisi dan Desa Rantekamase 
ternyata belum pernah sama sekali mendapatkan pelatihan rutin/bulanan 
padahal pelatihan rutin adalah salah satu bagian dari program SPP yang 
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu-individu didalam 
kelompok, sebab tidak terlaksananya pelatihan ini adalah keterbatasan 
dana, sehingga dengan begitu peningkatan kapasitas individu-individu 
didalam kelompok di Desa Tadisi dan Desa Rantekamase belum dapat 
tercapai. 
 
b. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Program Peningkatan 
Kemandirian Perempuan Perdesaan di Kecamatan Sumarorong 
Kabupaten mamasa. 
4. Banyaknya pelaku/actor yang terlibat, terdapatnya komitmen atau 
loyalitas ganda, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak dan 
faktor lain seperti waktu dan perubahan kepemimpinan ternyata bukan 
termasuk faktor penghambat dalam pelaksanaan program peningkatan 
kemandirian perempuan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten mamasa 
terkhusus di Desa Rantekamase dan Desa Tadisi. 
5. Program Peningkatan Kemandirian Perempuan di Perdesaan di Desa 
Rantekamase boleh dikatakan cukup berhasil ini dilihat berdasarkan 
fakta tentang minimnya terjadi masalah di Desa tersebut, berbanding 
terbalik dengan Desa Tadisi program ini belum cukup berhasil di Desa ini 
dikarenakan banyaknya masalah yang menimpa kelompok-kelompok 
penerima SPP nya. 
 
 
 
  
B. Saran 
Program Peningkatan Kemandirian Perempuan di Perdesaan dalam 
pelaksanaannya tentunya tidak berjalan mulus tetapi banyak hambatan-
hambatan yang dihadapi sehingga perlu dibenahi untuk pelaksanaan program 
yang lebih baik kedepannya. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran 
untuk diperhatikan : 
a. Terkait Implementasi Program Peningkatan Kemandirian 
Perempuan Perdesaan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten 
Mamasa . 
1. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti program SPP ini hendaknya 
dibarengi dengan perbaikan pengelolaan program terhadap kekurangan-
kekurangan yang selama ini dirasa masih kurang. 
2. Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) hendaknya lebih serius memperhatikan 
dan memberi solusi menyelesaikan masalah kelompok - kelompok yang 
terkendala dalam hal pelunasan iuran bulanan di Desa-desa, 
bagaimanapun ini adalah program pengentasan kemiskinan jangan 
sampai masyarakat terbebani dengan program ini sehingga yang ada 
masyarakat malah tambah miskin. 
3. Para pelaku atau orang-orang yang berada di PNPM-MP harus segera 
menemukan solusi untuk bagaimana pelatihan rutin yang diadakan tiap 
bulannya itu bisa berjalan maksimal, sebab pelatihan akan sangat 
bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas individu di dalam kelompok 
seperti peningkatan kapasitas di bidang terkait administrasi, pengelolaan 
uang dan usaha rumah tangga yang digelutinya sebagaimana yang telah 
dibahasakan di dalam program SPP itu sendiri. 
b. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Program Peningkatan 
Kemandirian Perempuan Perdesaan di Kecamatan Sumarorong 
Kabupaten mamasa. 
4. Faktor-faktor yang bukan merupakan penghambat pelaksanaan program 
ini dijadikan sebagai pemicu keberhasilan program peningkatan 
kemandirian perempuan perdesaan kedepannya. 
5. Keberhasilan program ini hendaknya lebih dimeratakan disemua desa 
namun tentu tantangan bagi pengurus PNPM-MP itu sendiri agar program 
ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga tujuan 
dari program ini bisa tercapai dan hendaknya lebih memprioritaskan 
masyarakat yang benar-benar miskin untuk mendapatkan dana SPP ini, 
sebab fakta yang penulis dapatkan di lapangan bahwa ternyata kelompok 
penerima SPP ini lebih banyak dari kalangan mampu mulai dari 
pengusaha yang ingin memperbesar skala usahanya sampai pada 
masyarakat yang sudah dijamin pendapatan bulanannya alias PNS. 
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